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Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal yang 
sangat penting, karena merupakan sumber kesejahtera'an, kemakmuran dan 
kehidupan.Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui proses jual beli tanah 
yang sah menurut peraturan perundang-undangan (2)Untuk mengetahui 
penyelesaian sengketa jual beli tanah hak milik sebagai objek sengketa di 
Pengadilan Negeri Tegal.jenis penelitian  menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif,pendekatan yang di gunakan bersifat yuridis-normatif,teknik 
pengumpulan data nya melalui Studi dokumen, Hasil penelitian ini menunjukan 
Proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan ,Proses 
Penyelesaian sengketa jual beli tanah hak milik di pengadilan negeri tegal dengan 
Perkara Nomor :22/Pdt.G/2013/PN.Tgl .Berdasarkan hasil penelitian ini di 
harapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa ,akademisi 
,praktisi,dan semua pihak yang membutuh kan di lingkungan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
 
























Indonesia as an agrarian country places land as a very important thing, 
because it is a source of prosperity, prosperity and life. This research aims: (1) To 
find out the legal buying and selling process of land according to 
regulationslegislation (2) To determine the resolution of disputes over the sale and 
purchase of private property as objects of dispute in the Tegal District Court. this 
type of research uses a qualitative research approach, the approach used 
isjuridical-normative, the technique of data collection is through document 
studies, the results of this study indicate the process of buying and selling land 
that is legal according to statutory regulations, the Process of Settling disputes 
over the sale and purchase of private land in a district courttegal with Case 
Number: 22 / Pdt.G / 2013 / PN. Date.Based on the results of this study it is hoped 
that it will become material information and input for students, academics, 
practitioners, and all those who need it within the Faculty of Law, University of 
Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang  
Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal 
yang sangat penting, karena merupakan sumber kesejahtera'an, kemakmuran 
dan kehidupan. Selain itu tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 
adalah sumber daya alam yang sangat di perlukan manusia untuk 
mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti 
bercocok tanam atau tempat tinggal.
1
  
Perihal tanah sendiri telah di jamin secara konstitusional oleh negara 
bahwa kegunaannya haruslah di pergunakan untuk kepentingan orang 
banyak, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  
Berdasarkan pasal tersebut lahir lah undang-undang pokok agraria 
nomor 5 tahun 1960 dengan tujuan: 1) Menciptakan unifikasi hukum 
agrarian dengan cara: 2) Menyatakan tidak  berlaku lagi produk peraturan 
hukum tanah lama; 3) Menyatakan berlakunya hukum tanah nasional 
berdasarkan hukum tanah adat yang tidak tertulis. Sebagai bahan 
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penyusunan hukum tanah nasional; 4) Menciptakan unifikasi hak-hak 




Melihat bagian penjelasan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok 
Agraria tersebut maka dapat di katakan salah satu tujuan utama 
pembentuknya adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak 
atas tanah yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah. Dari hal inilah 
kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah 
terdapat di dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. 
Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang 
bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika 
seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain  
“secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah 
yang dialihkan sejak dilakukan nya peralihan hak. 
Berdasarkan objek pendaftaran tanah yang di atur di dalam Pasal 16 
UUPA yaitu hak-hak atas tanah yang dapat di punyai dan di berikan kepada 
setiap orang atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan,hak pakai,dan lain-lain sebagainya.Hak milik adalah hak terpenuh 
dan paling kuat serta bersifat turun temurun, yang hanya di berikan kepada 
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warga negara Indonesia tunggal, dengan pengecualian badan-badan hukum 
tertentu (peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963) yang pemanfa'atan 




Kasus-kasus yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa 
tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini tidak pernah surut, di sebabkan 
oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin 
kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat 
menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah.  
Sengketa tanah merupakan persoalan klasik, dan selalu ada dimana-
mana di muka bumi. Oleh karena itu, sengketa yang berhubungan dengan 
tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang 
memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
4
 
Saat terjadi sengketa kepemilikan atas tanah, maka pihak yang 
merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya. 
Oleh karena itu pemerintah haruslah menjalankan kepentingan 
terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. 
Dalam hal seperti itu, maka sengketa-sengketa tidak dapat di hindari 
tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, apabila hal tersebut dibiarkan, 
maka akan membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan 
negara serta program pemerintah itu sendiri. Seperti dalam perkara putusan 
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(Nomor 22/Pdt.G/2013/PN. Tegal),yang memutuskan perkara tersebut di 
menangkan oleh pihak tergugat yang hak-haknya tidak di penuhi oleh 
penggugat, 
Perkara tersebut timbul karena di mana pihak tergugat melakukan 
pembatalan secara sepihak atas perjanjian jual beli tanah yang telah 
dilaksanakan dengan pihak penggugat. Perjanjian jual-beli tanah kedua 
belah pihak di dasari dan di sepakati dengan bukti kwitansi uang panjer dari 
pihak Penggugat.    
Penulis melihat perkara di atas merupakan masalah yang perlu 
mendapatkan penyelesaian termasuk jual-beli tanah yang mengalami 
sengketa pertanahan. Dasar yuridis yang tersedia seakan-akan belum 
mampu untuk meredam konflik tersebut sehingga di butuhkan pemikiran-
pemikiran untuk mencari solusi dalam pengaturan masalah hukumnya, 
maupun dalam hal penyelesaian sengketa. 
Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengambil skripsi ini 
dengan judul: “PENYELESAIAN SENGKETA JUAL-BELI TANAH 
HAK MILIK SEBAGAI OBJEK SENGKETA DI PENGADILAN 
NEGERI  TEGAL ( Studi Kasus Putusan Nomor 22/ Pdt.G/ 2013/ 
PN.Tgl )”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi 





1. Bagaimana proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan 
perundang-undangan? 
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli tanah hak milik sebagai 
objek sengketa di Pengadilan Negeri Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka 
secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan 
perundang-undangan. 
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jual beli tanah hak 
milik sebagai objek sengketa di Pengadilan Negeri Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
pada khususnya dan berharap bisa menjadi referensi bagi teman-
teman mahasiswa serta dosen.  
b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada 






2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara  
khusus Hukum Agraria. 
b. Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung 
dan menaruh perhatian terhadap Penyelesaian sengketa jual-beli 
tanah sebagai objek sengketa di Pengadilan Negeri Tegal. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Sengketa tanah adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya 
perbedaan nilai, kepentingan pendapat dan persepsi antara orang 
perorangan atau badan hukum mengenai status penguasaan, status 
kepemilikan dan status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah 
tertentu oleh pihak tertentu. 
Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih 
yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan 




Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari 
seseorang arau badan hukum yang berisi tuntutan hukm akibat perbuatan 
melawan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak 
penggugat.Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian 
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hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti 
yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.
6
 
Dilihat dari cara penyelesaiannya maka sengketa itu dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu penyelesaian melalui jalur non peradilan (Perundingan 
/musyawarah atau negotiation,Konsiliasi/consilitation,Mediasi/mediation,  
Arbitrase /arbitran) dan Peradilan / Ligitasi.
7
 
Untuk mempertanahan hak dan kewajibannya dalam hal peralihan 
hak atas tanah, orang harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang 
telah ditetapkan. Pendaftaran hak atas tanah baik yang pertama kali 
maupun pendaftaran berikutnya karena peralihan hak maupun karena jual 
beli, hibah, tukar menukar, maupun karena diwakafkan kesemuanya 
merupakan suatu pranata-pranata hukum yang diadministrasikan dengan 
baik oleh Kantor Pertanahan.
8
 
Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri 
tuntutannya secara damai, maka pihak merasa dirugikan dapat membawa 
sengketa tersebut ke pengadilan untuk penyelesaian sengketanya. 
Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk 
memulihkan hak seseorang yang telah di rugikan atau terganggu, 
mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang 
harus mematuhi peraturan hukum agar hukum berjalan sebagaimana 
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mestinya.Suatu sengketa, pihak-pihak sudah teridentifikasi berhadapan 
langsung atau berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang 
memuaskan kedua belah pihak (deadlock)
9
 
Apabila kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar bisa 
menempuh jalur peradilan. Dengan demikian masyarakat itu mematuhi 
hukum bukan karena paksaan, melainkan kebutuhan agar tidak 
bermasalah. Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat guna 
adanya ketertiban bagi pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga 
pemilik dapat merasakan hak atas tanahnya dengan sebaik-baiknya. 
Adapun materi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, 
penulis mengambil beberapa bahan pertimbangan saat melaksanakan 
penelitiannya penulis mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu 
yang relatif sama dengan judul akan diteliti penulis. Berikut ini adalah 
beberapa penelitian tersebut: 
1. Achmad Caesar Sholahuddin Nur mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (2018) yang mengambil judul skripsi 
Penyelesaian Perkara Terhadap Pembatalan Atas Transaksi Jual Beli 
Tanah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten). Penelitian ini tentang 
penyelesaian sengketa jual beli tanah dimana penjual dan pembeli 
sebelumnya telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tanah 
dan telah dibuat akta jual beli tanah akan tetapi pihak penjual secara 
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sepihak ingkar atas perjanjian tersebut dan melakukan pembatalan jual 
beli. Hal ini serupa dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, 
yang membedakan hanyalah dalam hal kasus yang diteliti penulis, 
yaitu kasus penulis alat bukti yang dibuat sebagai bukti transaksi jual 
beli oleh pembeli dan penjual adalah kwuitansi bedahalnya dengan 
penelitian tersebut yang dimana alat buktinya sudah dalam bentuk 
akta jual beli. 
2. Depita N Pandiangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (2015)  
yang memilih judul “Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Analisis 
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No,190/Pdt.G/2009/PN.Smg). 
Penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi tersebut ialah 
pembatalan akte jual beli tanah oleh pengadilan karena adanya cacat 
hukum dalam pembuatannya, beda dengan skripsi peneliti yang hanya 
meneliti bentuk sengketa yang terjadi akibat pembatalan sepihak yang 
dimana pihak penjual telah menerima uang panjar dan dibuktikan 
dengan kuitansi. Akan tetapi skripsi tersebut memiliki persamaan 
dalam hal sama-sama meneliti perihal sengketa tanah hasil pengalihan 
hak atas tanah melalui jual beli. 
3. Skripsi dari Fajar Adhitya Nugroho mahasiswa Universitas Brawijaya 
dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual Beli 
Hak Atas Tanah yang Dilakukan Secara di Bawah Tangan”. Penelitian 





sama-sama meneliti perihal jula beli hak atas tanah yang dilakukan 
secara dibawah tangan dengan bukti kuitansi. Perbedaannya hanya 
dalam kajian yang diteliti dimana fokus penelitian tersebut membahas 
perihal perlindungan hukumnya, beda halnya dengan penelitian 
penulis yang mengkaji dari sisi bagaiman penyelesaian 
permasalahannya. 
 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan cara utama yang di gunakan dalam 
penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah 
yang di ajukan .dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik 
dan maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil 
penelitian yang menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu data yang 
di nyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,  
yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.
10
 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang di gunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu: 
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Mengkaji hubungan peraturan perundang-undan gan yang satu dengan 
yang lain,serta kaitan nya dengan penerapan dalam praktik.
11
 Dalam 
penelitian ini, metode tersebut di gunakan untuk mengkaji teori-teori 
hukum agraria dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum 
agraria untuk menganalisis terkait dengan obyek yang diteliti. 
3. Sumber Data 
Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan dengan menghimpun data 
sekunder yang berupa: 
1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum seperti peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tinjauan 
yuridis terhadap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli di bawah 
tangan, yaitu sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah; 
e. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan 
hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang yang 
berkaitan dengan bidang pertanahan dan bahan yang di peroleh dari 
artikel-artikel internet. 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
Seperti ensiklopedia, Black Law Dictionary dan kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data tersebut di atas di pergunakan 
pengumpulan data berdasarkan: Studi dokumen, yaitu melakukan 
penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terhadap 
peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan 
dengan penelitian skripsi. 
5. Metodea Analisis Data 
Data hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis dengan 
menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang di 
peroleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, 
sistematika dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan 
dibahas. 
 
G. Sistemtika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 





seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 
ruang lingkup skripsi ini, maka di sajikan sistematika skripsi sebagai 
berikut:  
 
BAB I. PENDAHULUAN 
Pendahuluan yang mana berisikan suatu gambaran secara singkat kesuluran 
isi penulisan karya ilmiah yang terdiri dari: Latar Belakang, Pembahasan 
dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 
 
 BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL 
Bab ini adalah bab yang berisikan tentang tinjauan-tinjauan secara umum 
tentang apa saja yang menjadi dasar penulisan karya ilimah tersebut, yang 
meliputi: Tinjaun umum tentang Pertanahan, Tinjauan Umum tentang 
Pendaftaran Tanah dan Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah. 
 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisikan tentang pembahasan data yang telah di peroleh - 
dari penilitian dan telah diperiksa kembali secara teliti,Selanjutnya di bahas 
dengan secara runtun dan sistematis. 
 
BAB IV. PENUTUP 









A. Tinjauan Umum Tentang Pertanahan. 
1. Pengertian Tanah 
a. Tanah sebagai  salah satu sumber  daya alam  merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup 
manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan 
mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat 
dipisahkan semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal 
dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan 
aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan 
dengan tanah.Tanah dan manusia merupakan dua hal yang saling 
terkait erat dalam suatu perjalanan kehidupan manusia sebagai 
individu, makhluk sosial maupun dalam suatu kehidupan sebagai 
Bangsa. Hubungan antara tanah dengan bangsa dan pada gilirannya 
antara manusia secara individu maupun kelompok dengan tanah, 
merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis-religius
12
  
b. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kata tanah seringkali 
bergantian dengan kata lahan. Sepintas terlihat bahwa keduanya 
memiliki makna yang sama. Namun demikian, tanah dan lahan 
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memiliki makna yang berbeda dan sering digunakan secara berbeda 
pula bergantung pada lingkungan penggunaannya. Tanah dan lahan 
pada ranah akademis tentu berbeda makna dalam penggunaannya 
bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun diskusi sehari-
hari. Kaum akademis lebih cenderung memilih kata lahan apabila 
membahas permukaan bumi secara keruangan, sedangkan 
masyarakat awam lebih akrab dengan kata tanah
13
  
c. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah 
adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas 
dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” 
d. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994) definisi atau arti kata 
tanah adalah : 
1) Perumukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
2) keadaan bumi disuatu tempat;  
3) Permukaan bumi yang diberi batas; 
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5) Permuka'an bumi yang terbatas yang di tempati suatu bangsa 
yang di perintah suatu negara atau menjadi daerah 
negara;negeri;negara;tanah 
6) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu 
(pasir,cadas,napal dan sebagainya). 
7) Dasar (warna,cat.dan sebagai nya) 
e. Tanah (bahasa Yunani: ager; bahasa Latin: akker) adalah bagian 
kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Sebutan 
tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka 
dalam penggunaannya perlu diberi bat noasan, agar diketahui 
dalam arti apa istilah itu di gunakan.  
 
2. Pengertian Hak Atas Tanah  
a. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 
seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau 
mengambil manfaat atas  tanah tersebut.Hak atas tanah berbeda 
dengan hak penggunaan atas tanah.
14
 
b.  Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang 
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi 
pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang 
dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, 
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yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria 
atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang 
diatur dalam hukum tanah.
15
 
e.  Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau 
badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah 
memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan.Seperti yang tertulis 
dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwaatas 
dasar hak menguasai dari negara ditentukanlah adanya macam-
macam hakatas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat 
diberikan kepada dandipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 





3. Macam - Macam Hak Atas Tanah  
a. Melihat ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA), hak-hak atas tanah terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 
1. Hak milik; 
2. Hak guna usaha; 
3. Hak guna bangunan; 
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4. Hak pakai; 
5. Hak sewa; 
6. Hak membuka tanah; 




b. Di liat dari segi asal tanah nya,hak atas tanah di bedakan menjadi 
dua kelompok, yaitu : 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer  
yaitu: hak atas tanah yang berasal dari tanah negara Macam-
macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah 
negara.  
2.  Hak atas tanah yang bersifat sekunder 
yaitu : hak  atas  tanah  yang berasal dari tanah pihak lain. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan 
atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak 
milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas 
tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai 
tanah) hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak 
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
18
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4. Pengertian  Hak Milik atas tanah. 
Hak milik di atur dalam Pasal 20 -27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( selanjut nya 
disebut UUPA ), 
Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA 
adalah adalah  hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. 
Hak yang terkuat dan terpenuh yang di maksud dalam pengertian 
tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, 
tidak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat, 
 Sebagaimana di maksud dalam hak eigendom, melainkan untuk 
menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan 
hak yang paling kuat dan paling penuh. Hak milik dikatakan merupakan 
hak yang turun temurun karena hak milik dapat di wariskan oleh 
pemegang hak kepada ahli warisnya. 
Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak 
mudah hapus dan mudah di pertahankan terhadap gangguan dari pihak  
lain.terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas 
di bandingkan dengan hak-hak yang lain. 
Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, 
misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang 





seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun 
temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan 




5. Terjadinya hak milik atas tanah.  
Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana di 
tentukan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu: 
1. Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat, Hak Milik 
terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembakaran hutan) atau 
timbulnya lidah tanah (aanslibbing). 
2.  Hak Milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah 
yaitu karena tanahnya berasal dari tanah Negara. 
3. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-
Undang diatur dalam Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. 
Semuahak atas tanah yang ada sebelum UUPA harus di ubah 





6.    Subyek hak milik atas tanah. 
Subyek  Hak Milik Atas Tanah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) UUPA. Hak Milik atas tanah, bukan saja 
diberikan kepada perseorangan tetapi juga badan-badan hukum tertentu 
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sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai 
Hak Milik Atas Tanah.
21
 
 Berikut ini adalah beberapa badan hukum yang dapat mempunyai 
Hak Milik atas Tanah, yaitu:  
a. Bank-bank yang didirikan Negara; 
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian; 
c. Badan-badan Keagamaan; 
d. Badan-badan Sosial.22 
Perlu di pahami bahwa subyek Hak Milik atas Tanah haruslah 
memenuhi syarat yang telah di atur oleh Undang-Undang. Pasal 21 ayat 
(3) dan (4) berkaitan dengan subjek Hak Milik yang tidak memenuhi 
syarat, maka dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau 
mengalihkan Hak Milik atas tanah tersebut kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak di lakukan, Maka Hak Milik 
atas tanah nya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah yang di 




7. Beralih nya hak milik atas tanah. 
Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain 
sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu: 
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a. Hak Milik beralih artinya Hak Milik atas tanah berpindah dari 
pemegangnya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum. 
Dengan meninggalnya pemilik tanah maka Hak Miliknya secara 
hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya 
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
b. Hak Milik di alihkan/dipindahkan artinya Hak Milik berpindah atas 
tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu 
perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, 




8. Hapus nya hak milik atas tanah. 
Menurut Pasal 27 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebab 
Hapus nya Hak Milik atas tanah dan tanah nya jatuh kepada negara, 
yaitu : 
a. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 UUPA. 
b. Dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya. 
c.  Dicabut untuk kepentinga umum. 
d.  Tanahnya di telantarkan. 
e.  Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai sunyek hak    
milik atas tanah. 
f. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah 
kepada  pihak  lain yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagai subyek   
 Hak Milik atas tanah.  
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9.   Sifat dan ciri-ciri  hak milik atas tanah 
Hak Milik atas tanah mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain  sebagai 
berikut : 
a.  Merupakan hak atas tanah yang kuat. Bahkan menurut pasal 20 
UUPA adalah yang terkuat, artinya mudah dihapus dan mudah 
dipertahankan terhadap gangguan pihak lain; 
b. Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih, artinya dapat 
dialihkan pada ahli waris yang berhak; 
c. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-hak 
atas tanah lainnya. Ini berarti hak milik dapat dibebani dengan hak-
hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan, hak pakai, 
 hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak penumpang; 
d. dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotek atau 
credietverband; 
e. dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain dihibahkan 
dan diberikan dengan wasiat; 
f. dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi 
milik Negara. 
g.  dapat diwakafkan; 
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h.  Si pemilik memiliki hak untuk menuntut kembali di tangan 




10.  Pengertian jual beli tanah  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap perjanjian 
yang dimaksud memindahkan hak atas tanah harus di buktikan dengan 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jadi jual-beli hak atas tanah 
harus di lakukan dihadapan PPAT, sebagai bukti telah terjadi jual beli 
suatu hak atas tanah. 
a. Jual Beli Tanah Menurut Pasal 1457 KUHPdt. Jual beli Tanah 
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang 
di sebut “Penjual”, berjanji dan mengikat kan diri untuk menyerah 
kan hak nya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang 
disebut “Pembeli”. Sedang kan pihak pembeli berjanji dan 
mengikatkan untuk membayar harya yang telah disetujui yang di 
jual-beli kan menurut ketentuan Hukum Barat ini adalah apa yang 
disebut tanah-tanah hak barat. 
27
 
b.  Jual-beli tanah Menurut boedi Harsono adalah suatu perjanjian 
dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang di sebut penjual, 
berjanji dan mengikat kan diri untuk menyerahkan hak nya atas 
tanah yang bersangkutan keprtianada pihak lain, yang di sebut 
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“pembeli”, sedangkan pihak “pembeli” berjanji dan mengikatkan 
diri untuk membayar harga yang telah disetujui.
28
  
c.  Jual beli tanah. Menurut hukum Adat, adalah suatu perbuatan 
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang 
berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus di lakukan di 
hadapan Kepala Adat, yang berperan sebagai pejabat yang menang- 
gung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut 
sehingga perbuatan tersebut di ketahui oleh umum. Tunai 
maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran 
harganya di lakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai 




d. Jual beli tanah Menurut andrian sutedi Jual beli tanah berdasarkan 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak diterangkan secara 
jelas, akan tetapi dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa 
HukumTanah Nasional kita adalah Hukum Adat. Jadi pengertian 
jual beli tanah menurut UUPA adalah jual beli tanah menurut 
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e. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457 Jual beli yang dianut di 
dalam hukum perdata ini hanya bersifat obligator, yang artinya 
bahwa perjanjian perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan 
kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan 
pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk 
menyerahkan hak milik atas barang yang di jualnya, sekaligus 
memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga 
yang telah disetujui, dan di sisi lain meletakkan kewajiban kepada 
si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan hak nya 
untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya 
Atau dengan kata lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum 
Perdata, jual beli belum memindah kan hak milik.adapun hak milik 




11.  Syarat-sahnya jual beli tanah. 
a.  Syarat-syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas 
tanah  (jual beli beli tanah )  terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu : 
1) Syarat Materil: 
Syarat materil sangat menentukan akan sah nya jual beli tanah 
tersebut, antara lain sebagai berikut: 
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a) Penjual adalah  orang  yang  berhak atas tanah  yang  akan 
di  jualnya. 
i) Harus jelas calon penjual, ia harus berhak menjual 
tanah yang hendak  di jualnya, dalam hal ini tentunya 
si pemegang yang sah dari hak atas tanah itu yang 
disebut pemilik. 
ii) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, maka suami 
isteri harus hadir dan bertindak sebagai penjual, 
seandainya suami atau isteri tidak dapat hadir maka 
harus dibuat surat bukti secara tertulis dan sah yang 
menyatakan bahwa suami atau isteri menyetujui 
menjual tanah. 
iii) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak 
mengakibatkan jual beli tersebut batal demi hukum. 
Artinya sejak semula hukum menganggap tidak 
pernah terjadi jual beli 
b) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak 
atas tanah yang dibelinya. 
c) Hal ini bergantung pada subyek hukum dan obyek 
hukumnya. Subyek hukum adalah status hukum orang 
yang akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah 





UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya 
warga negara Indonesia dan badan badan hukum yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila 
hal ini dilanggar maka jual beli batal demi hukum dan 
tanah jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak 
dapat dituntut kembali. 
d) Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan atau 
tidak dalamsengketa.Menurut UUPA hak-hak atas tanah 
yang dapat dijadikan obyek peralihan hak adalah: 
1)  Hak Milik 
2)  Hak Guna Usaha 
3)  Hak Guna Bangunan 
4)  Hak Pakai 
Jika salah satu  syarat materil ini tidak di penuhi, atau di 
katakan penjual bukan merupakan orang yang berhak atas 
tanah yang di jualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat 
untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang undang 
atau tanah yang di perjual belikan sedang dalam sengketa atau 
merupakan tanah yang tidak boleh di perjual belikan, maka 





2) Syarat Formil 
Setelah semua nya persyaratan materil tersebut terpenuhi, 
maka di lakukan jual beli di hadapan PPAT.Dalam 
pelaksanaan jual beli yang dibuat oleh  PPAT hal-hal yang 
harus di perhatikan: 
1. Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak 
yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual 
dan pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-
saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi. 
2.  Akta dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu 
lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh 
PPAT yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 
(satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan 
untuk keperluan pendaftaran dan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat diberikan salinannya. 
3.  Setelah akta tersebut dibuat, selambat lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak tanggal di tandatanganinya akta yang 
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang di 
buatnya berikut dokumen dokumen yang bersangkutan 
kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib 
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 





bersangkutan. Persyaratan yang harus  di penuhi oleh para 
pihak untuk membuat Akta Jual Beli Tanah adalah: 
a. Pihak penjual  dan  pembeli  hadir di hadapan  Pejabat 
Pembuat Akta Tanah dan  menandatangani Akta Jual 
Beli tanah; 
b.  Para pihak menyerahkan: 
1. Sertipikat Tanah apabila telah memiliki Sertipikat 
kemudian melakukan cek bersih Sertipikat ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
2. Surat keterangan tanah berupa Letter C/Kikitir/ 
Girik bagi yang belum bersertipikat, 
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penjual dan 
Pembeli 
4. Foto copy Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli 
5. Foto copy akta nikah bagi penjual 
6. SPPT Tanah 
7. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa 
8. Bukti pembayaran PBB 
9. Surat  Keterangan Waris dan Kematian yang di 
keluarkan oleh kelurahan  apa bila terdapat ahli 
waris 






Dengan demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
dalam membuat akta tanah harus mengikuti ketentuan dalam 
pembuatan akta jual beli sesuai aturan dengan memenuhi 
syarat formil dan syarat materiil, tertib administrasi, 
menjalankan aturan perundang-undangan seperti KUHPerdata,  
Undang-Undang Nomor 5 tentang Pokok-Pokok Agraria, 
Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Tugas dan 
Wewenang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 




b. Proses  jual-beli dianggap sah kalau terpenuhinya syarat materiil 
dari jual beli tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Keputusan Mahkamah 
Agung no 123/K/Sip/1970. Ketentuan ini mencakup kecakapan dan 
kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang 
bersangkutan, lantas dipenuhinya syarat oleh pembeli untuk 
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menjadi pemegang hak atas tanah yang dibeli.Kemudian juga 
persetujuan bersama untuk melakukan jual beli tersebut dan 




12. Tata cara jual beli tanah  
a. Tata Cara Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Pokok 
Aggraria. 
Sebelum kita membeli sebidang tanah, maka kiranya perlu 
dilakukan secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal 
yang bersifat kurang menguntungkan dikemudian harinya bagi 
pembeli, misalnya tanah dalam keadaan sengketa ataupun 
tanahterletak dalam lokasi daerah yang terkena penertiban dan 
sebagainya.  
Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari jual beli 
tanah, yaitu penjual dan pembeli. Untuk penjual terdapat beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam melakukanjual beli tanah. Hal 
pertama yang harus dalam melakukan jual beli tanah adalah, 
calonpenjual harus berhak menjual tanah tersebut, atau dengan kata 
lain si penjual adalah pemegang hak yang sah dari hak atas tanah 
itu. 
Apabila pemegang hak hanya satu, maka ia berhak untuk 
menjual sendiri tanah itu, tapi jika pemegang hak atas tanah 
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tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, maka yangberhak menjual 
tanah itu adalah semua pemegang hak itu secara bersama-sama 
tidakboleh hanya seorang saja yang bertindak sebagai penjual jual 
beli tanah yang dilakukanoleh orang yang tidak berhak adalah batal 
demi hukum, artinya semula hukummenganggap tidak pernah 
terjadi jual beli, Dalam hal demikian maka kepentingan 
pembelisangat dirugikan. 
Hal  kedua adalah, apakah penjual berwenang untuk menjual, 
mungkin Terjadi bahwa seseorang berhak atas suatu hak atas tanah 
akan tetapi orang itu tidak berwenang menjualnya kalau tidak 
dipenuhi syarat tertentu, misalnya tanah tersebut milik 
anakdibawah umur atau milik seseorang yang berada dibawah 
pengampuan.Jika suatu jual beli tanah dilakukan tetapi ternyata 
yang menjual tidak berwenang menjual atau sipembeli tidak 
berwenang membeli, walaupun di penjual adalah berhak atas tanah 
itu atau si pembeli berhak membeli, maka akibatnya jual beli itu 
dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, lagi pula 
Kantor Pendaftaran Tanah akan menolak pendaftaran jual beli itu. 
Hal  ketiga yang perlu diperhatikan adalah, apakah penjual 
boleh menjual tanah yang akan dijadikan obyek jual beli. 
Seseorang mungkin berhak menjual sebidang tanahjuga orang 





belum bolehmenjual tanah itu. Misalnya seseorang mempunyai 
tanah bekas Hak Barat atau tanahbekas Hak Indonesia yang pernah 
didaftar atau Hak Milik menurut UUPA, tetapi belumterdaftar pada 
kantor pertanahan atau sertipikatnya hilang, maka  orang tersebut 
belumboleh menjual tanah itu, ia harus mengurus dan memperoleh 
sertipikatnya terlebih dahulu setelah itu baru boleh dijual. 
Hal  ke’empat adalah, apakah penjual atau pembeli bertindak 
sendiri atau sebagai kuasa Penjual/Pembeli mungkin bertindak 
sendiri atau selaku kuasa. Baik penjual/pembeli bertindak sendiri 
maupun melalui kuasa, identitasnya harus jelas. Kalau penjual/ 
pembeli adalah orang (manusia), maka identitas itu adalah nama, 
umur (tanggal lahir), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal. 
Semua itu dapat dibaca dalam Kartu TandaPenduduk atau Passpor. 
Apabila penjual/ pembeli adalah badan hukum, maka identitasnya 
adalah nama,bentuk badan hukumnya, kedudukan badan hukum, 
pengurus pengurusnya. 
Semua itu dapat di ketahui anggaran  dasar/ peraturan 
perundangan pembentukan nya. Dalam hal penjual/ pembeli 
bertindak melalui kuasa, maka surat kuasa khusus untuk menjual 
harus ada. Kuasa umum yang menurut lazim nya hanya untuk 
melakukan pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu 





1. Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam jual beli tanah yaitu 
berupa: 
a. Melakukan penelitian terhadap surat-surat yang 
menyangkut tanah yang  akan menjadi objek jual beli. 
b. Melakukan kesepakatan tentang tanah dan harga. 
c. Pelaksanaan pemindahan atas hak tanah dengan akta jual 
beli dilakukan di hadapan PPAT. 
d. Melakukan pendaftaran hak untuk memperoleh sertifikat 
dan pejabat yang berwenang. 
2. Tata cara dalam Pelaksanaannya menurut UUPA dengan 
peraturan pelaksaannya, secara sederhana dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Calon pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan jual 
beli menentukan sendiri segala sesuatunya, tentang tanah 
dan harganya. 
b. Calon pembeli dan penjual datang sendiri atau 
mewajibkan kepada orang lain dengan surat kuasa, 
menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
(Kepala Kecamatan, Notaris atau lainnya yang diangkat 
oleh pemerintah). 
c. Dalam hal tanah yang akan dijual itu belum dibukukan 





Desa atau seorang anggota Pemerintah Desa yang 
disamping akan bertindak sebagai saksi, juga menjamin 
bahwa tanah yang akan dijualitu memang betul adalah 
milik penjual dan ia berwenang untuk menjualnya. 
d. Dalam hal tanah yang akan dijual itu sudah dibukukan 
(sudab ada sertipikat) dihadiri dua orang saksi, tidak harus 
Kepala Desa dan anqgota pemerintah desa. Tetapi apabila 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menganggap perlu 
(jika ada keraguan tentang wewenang orang yang 
melakukan jual beli itu), maka PPAT dapat meminta 
kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah 
Desa dari tempat letak tanah yang akan dijual. 
e. Kalau tanah yang dijual telah dibukukan, penjual harus 
menyerahkan sertipikat, tetapikalau belum di bukukan 
sebagai gantinya harus dibuat surat keterangan dari Kepala 
Kantor Pertahanan yang menyatakan bahwa tanah itu 
belum dibukukan. 
f. Setelah PPAT merasa cukup persyaratan, tidak ada 
halangan (umpamanya ada persengketaan) dan tidak ragu-






g. Selanjutnya dengan telah adanya akta tersebut, maka 





b. Jual Beli Menurut Hukum Barat (KUHPerdata).  
Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata). ''Jual beli adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah 
diperjanjikan.Kemudian Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa, ''Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
pada saat telah tercapai kata sepakat mengenai benda dan harganya 
meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. (asas 
konsensuil/konsensus) 
Namun, dengan terjadinya jual-beli ini saja, hak atas benda 
belum beralih dari penjual kepada pembeli. Agar hak atas benda 
beralih dari penjual kepada pembeli, maka harus di lakukan 
penyerahan secara yuridis (juridisch levering),  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata. Pasal 
1459 KUHPerdata menyebutkan, ''Hak milik atas barang yang 
dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum 
diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.''. Penyerahan yang  
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dimaksud di atas, yaitu :  
1. Penyerahan barang - barang bergerak, kecuali yang tidak 
bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau 
atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci - kunci 
bangunan tempat barang - barang itu berada. Penyerahan tidak 
diharuskan bila barang - barang yang harus diserahkan, dengan 
alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak 
menerimanya (Pasal 612 KUHPerdata). 
2.  Penyerahan piutang - piutang atas nama dan barang - barang 
lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat 
akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak - hak 
atas barang - barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini 
tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan 
itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis 
atau diakuinya. Penyerahan surat - surat utang atas tunjuk 
dilakukan dengan memberikannya, penyerahan surat utang atas 
perintah dilakukan dengan memberikannya bersama 
endosemen surat itu (Pasal 613 KUHPerdata). 
3. Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan 
dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara 
seperti yang ditentukan dalam Pasal 620 (Pasal 616 





yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman 
termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan 
otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan 
Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat 
barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan 
dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah 
ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan 
harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau 
petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpan 
hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian 
dan nomor daftar yang bersangkutan dalam hal obyek 
perjanjian adalah tanah, maka harus dilakukan dengan 
pembuatan akta di muka dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran 
Tanah atau pejabat balik nama, sebagaimana menurut 
Overschrijving Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
menurut hukum barat, agar hak atas benda beralih dari penjual 
kepada pembeli,maka harus dilakukan 2 (dua) perbuatan hukum 
yang berbeda, yaitu: 
1.  Perjanjian jual beli (menurut hukum perjanjian). 
2.  Penyerahan yuridis (menurut hukum benda atau hukum agraria 





perbuatan hukum ini belum di lakukan, maka hak atas benda 




3. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat. 
Jual beli hak atas tanah menurut hukum adat  bukan merupa 
kan perjanjin dimana yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHP 
perdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa 
penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli 
untuk selama- lamanya, pada saat itu pihak pembeli menyerahkan 
harganya kepada penjual. 
Dengan dilakukannya jual beli tersebut maka hak milik atas 
tanah itu beralih kepada pembeli.Menurut hukum pembeli telah 
menjadi pemilik baru. Harga tanah yang di bayar bisa di anggap 
telah di bayar penuh. 
Jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat bersifat apa 
yang di sebut contoh” atau “tunai”. Pembayaran harga dan 
penyerahan haknya di lakukan pada saat yang bersamaan.Pada saat 
itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai. 
Sisa harganya yang menurut kenyataannya belum dibayar di 
anggap sebagai utang pembeli pada bekas pemilik, atas dasar 
perjanjian utang piutang yang di anggap terjadi antara pembeli  
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dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut di 
lakukan. 
Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya 
dengan jual beli hak atas tanah.Berarti bahwa jika kemudian 
pembeli tidak membayar sisa harganya, maka bekas pemilik tidak 
dapat menuntut pembatalan jual beli. 
Penyelesaian pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan 
menurut hukum  perjanjian utang  piutang.dalam Hukum Adat 
“jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa 
yang disebut “perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam Hukum 
Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan 
pembayaran tunai. Artinya harga yang di setujui bersama di bayar 
penuh pada saat di lakukan jual-beli yang bersangkutan.biasanya 
jual beli tanah itu dilakukan Kepala Adat(Desa),tetapi dalam 
kedudukannya sebagai kepala adat(Desa) menanggung, bahwa jual 
beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. 
Dengan dilakukannya dimuka kepala Adat jual beli itu 
menjadi “terang” bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Pembeli 
mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai 
pemilik yang baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika 
di kemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang 





Di keputusan lain mahkamah agung berpendapat bahwa : 
peranan kepala desa atau kepala adat pembuatan perjanjian yang 
menyangkut tanah menyatakan : “suatu putusan rapat Desa(rapat 
selapanan) tentang pengalihan tanah yang di adakan sebelum 
berlakunya UUPA dinyatakan tetap berlaku”.(Putusan Mahkamah 
Agung nomor 187/K/Sip/1975,tanggal 17 maret 1976).Umumnya 
dari jual-beli hak atas tanah dibutuhkan suatu AKTA, berupa 
pernyataan dari pihak yang menjual bahwa ia telah menjual 
tanahnya kepada pembeli.(istilah menurut hukum adat :di jual 
lepas) 
Menurut hukum  adat untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan 
adanya apa yang disebut “panjer”.Panjer dapat berupa uang atau 
benda yang oleh calon pembeli diserahkan kepada pemilik 
tanahnya. Perjanjian akan jual beli itu tidak termasuk Hukum 
Agraria atau Hukum Tanah,melainkan termasuk hukum perjanjian 
atau hukum perutangan. Jika pihak-pihak yang bersangkutan 
tunduk pada hukum adat maka hukum yang berlaku terhadap 
perjanjian itu adalah hukum adat. 
Jika pihak-pihak yang besangkutan tunduk pada Hukum 
Barat maka yang berlaku adalah Hukum perjanjian yang terdapat 
dalam KUHP perdata. Tetapi perjanjian itu bukan perjanjian jual 





calon pembeli tunduk pada hukum yang berlainan,maka hukum 





B. Tinjauan umum tentang pendaftaran tanah. 
1.  Pengertian pendaftaran tanah. 
a.  Pendaftaran tanah merupkan kegiatan mendaftarkan suatu hak 
milik atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum.Indonesia 
terdapat tiga periode sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang di 
kemukakan oleh C.G Van Huls yaitu: 
1. Periode kacau balau ( De Chootisce periode ). Sebelum Tahun 
1837. 
2.  Periode ahli ukur Pemerintah ( De periode Van Gauverments 
Landmatter Tahun 1837-1875. 
 3.  Periode Jawatan Pendaftaran Tanah  
( De periode Van Den Kadastralan Dienst) sesudah 1875 
37
  
b.  Menurut Boedi Harsono: “Pendaftaran tanah adalah suatu 
rangkaian kegiatan, yangdilakukan oleh Negara/Pemerintah secara 
terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau 
data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 
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kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian 




c.  Pendaftaran tanah Menurut A.P Parlindungan:“Pendaftaran tanah 
berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah 
teknis ]untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, 
nilai dankepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal 
dari Bahasa latin Capistratum yang berarti suatu register atau capita 
atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio 
Terrens).”Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada 
lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya untuk 
kepentingan perpajakan. Cadastre merupakan alat yang tepat dalam 
memberikan uraian tersebut dan juga sebagai Cobtinous recording 
(rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas Tanah.
39
  
d.  Pendaftaran tanah merupakan prasayarat dalam upaya menata dan 
mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan 
tanah termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. 
Pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan 
perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 
tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen untuk 
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penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen 
pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendaftaran 
hak-hak atas tanah merupakan jaminan dari negara, dan merupakan 
suatu instrumen penting untuk perlindungan pemilik tanah. 
Pendaftaran tanah bersifat rechtskadaster yang meliputi kegiatan: 
1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;  
2) Pendaftaran hak-hak tersebut;  





2. Jenis jenis pendaftara tanah 
a. Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia selain di atur dalam pasal 
19 UUPA juga di atur dalam PP 24 tahun 1997.Pendaftaran 
diselenggerakan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan PP 
24 tahun 1997 pasal 5.Pendaftaran tanah memberikan kepastian 
hukum bagi para pemegang hak atas tanah juga diatur dalam pasal 
6 ayat (1) dan (2) PP 24 tahun 1997.
41
 
Bunyi pasal 6 ayat (1) :  
1.  Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelakasanaan 
pendaftaran tanah di lakukan oleh kantor pertanahan, kecuali 
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kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini 
atau perundang-undangan yang bersangkutan di tugaskan 
kepada pejabat lain. 
2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah,Kepala Kantor 
Pertanahan di bantu oleh PPAT dan pejabat lain yang di 
tugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 
menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan 
Perundangan-undangan yang bersangkutan Pendaftaran tanah 
juga di bagi menjadi 2 yaitu pendaftaran secara sistematik 
dan pendaftaran tanah secara sporadik.  
a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik  
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah 
pendaftran tanah yang dilakukan secara serentak oleh 
pemerintah yang meliputi wilayah desa atau 
kelurahan.hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 PP 24 
Tahun 1997 yaitu Pendaftaran tanah secara sistematik 
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 
Jadi kegiata pendaftaran ini merupakan kegiatan 





pencatatan bidang tanah yang berada dalam suatu 
wilayah Kabupaten, Desa atau Kelurahan dimana suatu 
bidang tanah berada. Kegiatan ini biasanya masuk dalam 
agenda pemerintah seperti Pemutihan maupun PRONA 
(Proyek Tahunan) yang mempunyai tujuan untuk 
melakukan pemiliharaan dan pencatatan bidang tanah.  
b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik  
Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah 
Pendaftaran tanah yang dilakukan secara individu 
ataupun massal dalam suatu desa atau keluarahan. Hal ini 
dijelaskan dalam PP 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 11 yaitu 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 
beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal. 
Pendaftaran ini di lakukan atas kemauan suatu 
individu atau masyarakat yang mempunyai kemuan 
untuk, mendaftarkan hak milik atas tanah yang 
dimilikinya dengan cara datang ke Kantor Kantor 
Pertanahan dimana tanah tersebut berada. Pemohon 





adanya program dari pemerintah yang dalam hal ini 
pendaftaran tanah secara sistematik berbeda dengan 
pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadic 
juga merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali. 
Selain itu pendaftaran tanah pertama kali meliputi 
sebagai berikut :  
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik. Untuk 
keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik di 
lakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan 
meliputi :  
a. Pembuatan peta daftar pendaftaran.  
b. Penetapan batas bidang tanah. 
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah 
dan pembuatan petapendaftaran.  
d. Pembuatan daftar tanah.  
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk 
daftar yang memuat identitas bidang tanah 
dengan suatu system penomoran. Ketentuan 
tersebut dimuat dalam peraturan pemerintah No 
24 tahun 1997 pasal 1 ayat (16). Bidang-bidang 





nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran 
dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara 
pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan 
daftar tanah diatur oleh Menteri Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional.
42
  
e. Pembuatan Surat Ukur 
Bagi bidang tanah yang sudah diukur atau 
dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan 
surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. 
Dimana wilayah pendaftaran secara sporadic 
yang belum tersedia peta pendaftaran. Surat 
ukur dibuat dari hasil pengukuran.
43
  
2. Pembuktian hak dan Pembukuannya Kegiatan dalam 
pembuktian hak atas tanah beserta pembukuan hak 
atas tanah meliputi :  
a. Pembuktian hak baru 
b.  Pembuktian hak lama 
c. Pembukuan hak  
3. Penerbitan Sertifikat  
4. Penyajian data fisik dan yuridis  
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen  
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Dengan terdaftarnya bagian tanah, sebenarnya tidak 
semata-mata akan terwujud jaminan kepastian keamanan 
akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. 
Bahkan seorang pemilik akan mendapatkan 
kesempurnaan dari haknya karena hal-hal sebagai 
berikut:  
1. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah.  
2. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang 
diharapkan dari pendaftaran tersebut.  
3.  Adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang 
dilakukan.  
4.  Mudah dilaksanakan. 
44
 
b.  Pendaftaran tanah dapat di bedakan menjadi dua yaitu : 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan 
data pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali 
adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 
pendaftaran tanah yang belum di daftar berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan 
kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data 
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yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat 
ukur, buku tanah, dan sertipikat karena adanya perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian.
45
 
Kegiatan pendaftaran tanah meliputi sebagai berikut : 
a.  Bidang fisik, yaitu pengukuran, pemetaan dan pembukuan    
     yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat ukur ; 
b. Bidang yuridis, yaitu pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan 
hak dan pendaftaran atau pencatatan dari hak-hak lain yaitu baik  
hak atas tanah maupun jaminan, serta beban-beban lainnya ; 




3. Asas Pendaftaran Tanah. 
Asas yang dianut untuk Pendaftaran tanah diatur berdasarkan Pasal 2 
PP 24/1997 yakni sebagai berikut: 
a. Sederhana 
Maksudnya adalah substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh 
semua lapisan warga negara Indonesia dan juga prosedurnya tidak 
perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit hanya perlu melewati 
seksi pendaftaran tanah saja. 
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Keamanan disini berarti akan memberikan rasa aman bagi 
pemegang sertifikat apabila mereka telah melakukan prosedur 
pendaftaran tanah dengan teliti dan cermat 
c. Terjangkau 
Berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang untuk membayar 
biaya, khussunya harus memeperhatikan agar tidak memberatkan 
pihak-pihak yang ekonominya lemah. Intinya agar jangan sampai 
pihak ekonomi lemh tidak melakukan pendaftaran tanah hanya 
karena masalah tidak mampu membayar 
d. Mutakhir 
Setiap data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah haruslah data 
yang terbaru, yang menunjukan keadaan riil pada saat yang 
sekarang. Setiap ada perubahab fisik atau benda-benda diatasnya 
atau hal yuridis atas tanah harus ada datanya (selalu ada 
pembaharuan data) 
e. Terbuka 
Dokumen-dokumen atau data-data baik fisik atau yuridis bersifat 










4. Obyek pendaftaran tanah. 
Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: 
a.  Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak    guna   bangunan, dan hak pakai; 
b.  Tanah hak pengelolaan; 
c.  Tanah wakaf; 
d.  Hak milik atas satuan rumah susun; 
e.  Hak tanggungan 
f.  Tanah Negara 
 Hak guna bangunan dan hak pakai ada yang diberikan oleh negara. 
Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang hak milik atas 
tanah. Tetapi selamabelum ada pengaturan mengenai tatacara 
pembebanannya dan disediakan formulir akta pemberiannya, untuk 
sementara belum akan ada hak guna banguna dan hak pakai yang 
diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Maka yang kini 
merupakan obyek pendaftaran tanah baru hak hak guna bangunan dan  
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hak pakai yang diberikan oleh negara
48
 
Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, tanah negara 
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 
bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah negara tidak disediakan 
buku tanah dan karenanya juga tidak diterbitkan sertipikat. Sedangkan 
obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar dengan membukukannya 
dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta menerbitkan sertipikat 




5.   Sistem Pendaftaran Tanah 
Negara Indonsia merupakan negara hukum sebagaimana yang di 
sebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga dengan 
demikian Negara Indonesia diamanatkan harus menjadi negara hukum. 
Dalam rumusan Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri 
diatas hukum yang menjamin keadilan atas warga negaranya. Berikut  
penjelasan di dalam UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka 
(machstaat)”. Selain itu supremasi hukum yang merupakan salah satu 
ciri pokok negara hukum yang dimana hukum merupakan posisi 
tertinggi yang dimana hukum adalah menjadi tujuan untuk melindungi 
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kepentingan rakyat.Oleh karena itu dalam hal pendaftaran tanah 
merupakan salah satu contoh perwujudan dari pasal 1 ayat (3) UUD 
1945. 
Pendaftaran tanah ini dilakukan karena untuk menjamin kepastian 
hak atas tanah yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian 
hukum kepemilikan tanah, mengingat dengan pendaftaran tanah 
tersebut dapat terbukti bahwa tanah dapat diketahui pemilik, luas, dan 
tempat yaitu dengan memiliki akta setelah adanya pendaftaran. 
Dalam pendaftaran tanah tersebut di Dunia memiliki sistem 
tersendiri atau memiliki sistem pendaftaran tanah yang berbeda-beda 
dengan berbagai tujuan dan alasan termasuk Indonesia.Selain itu juga 
Negara Indonesia mencantumkan peraturan tentang penggunaan tanah 
secara umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3): 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Sedangkan selanjutnya diatur dalam undang-
undang.Masuk dalam pembahasan Sistem pendaftaran tanah yang 
dipakai di suatu negara tergantung pada asas hukum pendaftaran tanah 
dan sistem publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan.  
Sistem pendaftaran tanah di dunia ini dikenal ada dua model atau 





pendaftaran akta atau " registration of deeds" yang oleh beberapa 
penulis menggunakan istilah pendaftaran tanah dengan stelsel negatif 
atau pendaftaran tanah negatif dan kedua, pendaftaran hak atau 
"registration of title", dimana lazim pula disebut dengan nama " 
pendaftaran dengan stelsel positif" atau pun seringkali disebut " system 
Torrens".Melihat hal itu pada dasarnya kedua sistem pendaftaran tanah 
itu tidak jauh beda, karena sistem pendaftaran tanah yang dimaksud 
keduanya adalah sama-sama untuk menjamin kepastian hak atas suatu 




6.  Dasar hukum pendaftaran tanah 
Ada pun pengaturan dasar hukum tentang pendaftara tanah 
 adalah sebagai berikut: 
a.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria)  
b.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksaan dari 
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.  
c.  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
d.   Surat Edaran Kepala BPN-600-1500 Tanggal 31 Juli Tahun 2003. 
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7.  Tujuan pendaftaran tanah. 
Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 4 
peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu : 
1)  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 
dan hak – hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu kepada pemegang 
hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 
2)  Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 
memperoleh data data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan - 
satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 




8.  Fungsi pendaftaran tanah. 
Adapun fungsi pendaftaran tanah  adalah untuk memperoleh alat 
pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai 
tanah. Akan tetapi untuk perbuatan hukum tertentu, pendaftaran tanah 
mempunyai fungsi lain, yaitu untuk memenuhi sahnya perbuatan 
hukum itu. Artinya tanpa dilakukan pendaftaran, perbuatan hukum itu 
tidak terjadi dengan sah menurut hukum. Ini misalnya berlaku bagi 
pendaftaran hipotik/hak tanggungan.  
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Sebelum di daftar di Kantor Pertanahan, hipotik/hak tanggungan 
itu belum mengikat secara hukum. Pendaftaran jual beli atau hibah atau 
tukar menukar bukan berfungsi untuk sahnya perbuatan itu, tetapi 
sekedar memperoleh alat bukti mengenai sahnya perbuatan itu. Alat 
bukti itu adalah sertipikat yang di dalamnya disebut adanya perbuatan 
hukum itu dan bahwa pemiliknya sekarang adalah pembeli atau yang 




9. Tahapan pendaftaran tanah 
Pendaftaran tanah akan di laksanakan sesuai tahapan berikut Sesuai 
 dengan PP 24 Tahun 1997 Pasal 11 sampai dengan Pasal 23: 
a.  Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
b.  Pemeliharaan pendaftaran tanah. 
c.  Pembuatan peta dasar pendaftaran 
d.  Penetapan batas bidang-bidang tanah 
e.  Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan 
peta pendaftaran 
f.  Pembuatan daftar tanah 
g.  Pembuatan surat ukur 
h . Pembuktian hak baru 
Jika seluruh tahapan di atas telah dilaksanakan, maka proses 
selanjutnya adalah pembukuan hak dan penerbitan sertifikat 
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pendaftaran tanah. Ini sesui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang 
tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 31.Adapun hak-hak yang 
dicantumkan di buku tanah antara lain hak atas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun. 
Buku tanah juga mencantum kan keterangan atas status hukum 
tanah atau rumah susun, dan data fisik. Data fisik yang dimaksud adalah 
data mengenai batas, bidang, dan luas bidang tanah atau satuan rumah 
susun.Selanjutnya sertifikat tanah akan diterbitkan dengan memuat data 
fisik dan data yuridis yang ada di dalam buku tanah. Sertifikat ini 
adalah sebuah bukti resmi secara hukum bahwa tanah Anda sudah 
terdaftar di negara. Dan Anda sebagai pemilik mendapat kepastian dan 
perlindungan hukum atas tanak milik Anda.
53
 
C.  Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Tanah  
1.  Pengertian sengketa tanah. 
Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua 
bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum 
dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan. 
a. Berikut pengertian sengketa pertanahan yang di berikan oleh para 
ahli hukum:   
1) Menurut  sumarto  sengketa tanah merupakan sengketa yang  
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sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi 
dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun 
kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan 
kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan 
menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta 
berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun 
dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan 




2) Menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa 
yangdiakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau 
terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah 
tertentu. Agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu 
perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari suatu 
peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus 




b. Berikut pengertian sengketa pertanahan menurut peraturan 
perundang - undangan: 
1)  Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 
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butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat 
mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan 
pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan 
bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara 




2)  Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah 
yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik 
pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus 
pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 
Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah 
tersebut.dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa:Sengketa 
pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan 
pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau 
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. 
Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah 
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, 
golongan, oganisasi, badan hukum, atau lembaga yang 
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3) Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 
tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, 
disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, 
pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau 
badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan 
dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau 
status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, 
pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah 
tertentu. 
Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan 
atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau 
warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat 
atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status 
penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status 
pengguanaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh 
pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas 
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2.  Tripologi sengketa pertanahan. 
a.  Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan 
atau perkara pertanahan yang di sampaikan atau di adukan dan di 
tangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar di 
kelompokkan menjadi : 
1) Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai 
atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas 
tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah 
Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. 
2) Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu 
pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses 
penetapan batas. 
3) Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu 
yang berasal dari warisan. 
4) Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu 
yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang. 
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5) Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang 
memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1. 
6) Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu 
yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti. 
7) Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu 
karena adanya Akta Jual Beli palsu. 
8) Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai 
kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang 
diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas 
yang salah. 
9) Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu 
pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas 
kepemilikan tanahnya. 
10) Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 





berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau 
mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
59
 
b. Hasim Purba dalam tulisan jurnal nya secara umum mengklarifikasi 
kan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu :  
1) Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan 
masyarakat  lainnya. 
2) Sengketa Vertikal yaitu :antara masyarakat dengan pemerintah,  
3) Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat 
dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah 
(oknum pejabat) dan  preman. 
c.  Maria S.W. Sumardjono seperti yang di kutip Sholih Mua’di dalam 
di sertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa 
tanah ke dalam lima kelompok yaitu : 
1) Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas 
areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain. 
2) Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan 
land reform. 
3) Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan 
tanah untuk pembangunan. 
4) Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan 
5) Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.
60
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3.  Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan. 
a.  Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang    
menyebabkan terjadinya sengketa tanah: 
1) Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas,  
Akibat  nya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang 
dengan memiliki sertifikat masing-masing. 
2) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata.Ketidak 
seimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk 
tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan 
ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. 
Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap 
tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi 
tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung 
kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-
tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil 
alih oleh para pemodal dengan harga murah. 
3) Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan 
pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan 
produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh 
jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau 
para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para 
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petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan 
begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh 
dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, 
padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera 
di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah 
sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. 
Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.
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b.  Sunyoto Usaman dalam Sarjita menggambarkan terjadinya 
sengketa pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri 
yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin 
diantara para stakeholders: masyarakat, pemerintahan, pihak 
pengusaha industri, dan instansi-instansi lain (termasuk lembaga 
swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya 
terkait langsung dengan ketiganya.
62
  
c. Pada wilayah pedesaan, sengketa terjadi terutama berkaitan dengan 
sengketa yang obyeknya berupa tanah pertanian. Petani yang 
karena kemiskinan tidak memiliki tanah untuk digarap, menggarap 
tanah-tanah kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, 
petani meminta ganti kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena 
ketiadaan bukti yuridis formal dalam pembuktian hak penguasaan 





tanah.html?m=1 di akses pada hari jum'at :27 Desember 2019 pukul;02.49 WIB 
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tanahnya. Faktor kemiskinan menyebabkan petani tidak 
mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga tanah diambil alih oleh 
pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak baru kepada para  
pengusaha atau pemilik modal.
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d.  Di wilayah perkotaan, sengketa pertanahan juga sering kali terjadi, 
teutama dipicu oleh masalah peningkatan arus urbanisasi yang 
tidak terkendali, dimana kota dengan berbagai kegiatan 
pembangunan, teutama industri dan instrastruktur, menjadi daya 
tarik yang kuat dalam menyediakan lapangan kerja dibanding 
pedesaan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan ketersediaan tanah sebagai lahan perumahan dan 




4.  Penyelesaian sengketa tanah 
1.  Penyelesaian sengketa  tanah melalui litigasi ( pengadilan )  
a.  Tata cara penyelesaian melalui litigasi ( pengadilan ) 
Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau 
melalui    pengadilan di lakukan dengan dua cara, yaitu: 
1.  Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata ) 
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 Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa 
melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat 
menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke 
Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang 
diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas 
tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain. 
2.  Melalui Pengadilan Tata Usaha  
Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan 
Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan 
Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bersifat: 
1.  Konkrit, artinya bahwa obyek yang diputuskan 
dalam keputusan tersebut itu tidak bersifat abstrak, 
tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. 
2.  Individual, artinya bahwa Keputusan Tata Negara itu 
tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu. 
Apabila yang di tuju lebihdari satu orang, maka tiap-






3. Final, artinya menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata. 
Sengketa Tata Usaha Negara di selesaikan dengan dua 
cara, yaitu : 
a.  Melalui Upaya Administrasi Merupakan prosedur 
yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum 
perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan 
Tata Usaha Negara. 
b.  Melalui Gugatan Pihak-pihak yang berperkara di 
Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu : 
1.  Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum 
perdata yang dirugikan dengan dikeluarkannya 
keputusan tata usaha negara oleh badan atau 
pejabat tata usaha negara baik di pusat atau 
daerah 
2. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha 
negara yang mengeluarkan keputusan 
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b.   Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) 
Dalam Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau 
peradilan di mulai dengan Tahapan sebagai berikut. 
1.  Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 
gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Meja 1 bagian 
Perdata, dengan beberapa kelengkapan/ syarat yang harus 
dipenuhi : 
 a. Surat Permohonan / Gugatan ; 
 b.Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan 
Advokat);  
2.  Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan 
dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya 
membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir; 
4.  Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan 
menyimpan bukti asli untuk arsip. 
5.  Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 
2.(dua). 
6.  Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri 










c. Karakteristik penyelesain sengketa secara jalur  litigasi  
( pengadilan ) 
Secara umum, ada 5 karakteristik utama dari penyelesaian 
secara   jalur litigasi ( pengadilan  ) sebagai jalur penyelesaian  
sengketa hukum, yaitu: 
1. Aturan dan prosedurnya formal dan terstruktur. 
2. Semua pihak harus hadir dan berpartisipasi. 
3.Masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk 
mempresentasikan bukti dan alasan di pengadilan. 
4. Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan bersifat 
mengikat. 




d. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa secara 
litigasi (pengadilan ). 
Dalam penyelesaian sengketa Masing-masing jalur.baik 
litigasi maupun nonlitigasi pasti memiliki keunggulan dan 
kelemahan.Penggunaan jalur llitigasi  untuk menyelesaikan  
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sengketa memiliki keunggulan sebagai berikut: 
   1)   Proses dilakukan secara formal. 
2) Keputusan dibuat oleh hakim dan tidak boleh melibatkan 
kedua belah pihak. 
3) Berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada. 
4) Proses persidangan dilakukan secara terbuka dan dalam 
waktu singkat. 
5) Keputusan yang dibuat bersifat final dan memaksa.  
Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi 
juga memiliki kelemahan, yaitu: 
1. Hakim yang tidak berpengalaman. Sebagai pemimpin 
tertinggi persidangan, hakim tentu harus memahami dan 
mengetahui segala jenis hukum juga perundangannya. 
Oleh karena kedua belah pihak tidak diperbolehkan 
memilih pemimpin persidangan, maka hakim terpilih harus 
bersifat netral dan adil. 
2. Kepastian hukum yang tidak stabil. Indonesia memiliki 
tiga lembaga hukum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jika keputusan Pengadilan 










e. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi 
(pengadilan)  
Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi ( 
pengadilan ) adalah sebagai berikut: 
1.  Kewenangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan 
sengketa tanah dapat dilihat dari yurispudensi putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 
K/Pdt/1997 tanggal 24 maret 1999, dan Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 Tanggal 22 
Oktober 1992.  
2.  Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal 
penyelesaian sengketa atas tanah dapat dilihat dalam 
ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas 
UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 51. 
3.  Sedangkan yurispudensi dapat di lihat dalam Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/TUN/1999 tanggal 14 
Desember 2000 dan Putusan mahkamah Agung Ri Nomor 
1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999.Penyelesaian 
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melalui peradilan di lakukan apabila usaha-usaha 
musyawarah tidak tercapai,demikian pula apabila 
penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena 
mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata 
Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat 
diterima oleh pihak yang bersengketa, maka 
penyelesaiannya harus melalui Peradilan. 
2.  Penyelesaian Sengeketa non litihasi (di luar Pengadilan) 
Penyelesaian sengketa dengan menggunakan non litigasi atau 
Alternative Dispute Resolution (ADR) sebenarnya merupakan 
model penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan 
disbanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga 
peradilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih 
memperhitungkan menang dan kalah dan mengabaikan unsur social 
dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong.
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Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui 
cara-cara berikut ini.  
a. Musyawarah (Negotiation) 
Musyawarah atau negosiasi merupakan bentuk 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan 
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sendiri oleh para pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, 
tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau 
berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil 
diantara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian 
kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat secara 
hukum. Pada umumnya, negosiasi digunakan dalam sengketa 
yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad 





Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik social 
yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga 
tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan 
pengambilan keputusan. Dalam bentuk konsiliasi konflik 
pertanahan diselesaikan melalui parlemen, dimana kedua belah 
pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai 
kesepakatan. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik termasuk 
konflik pertanahan yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
konsiliator yang netral yang dipilih atas kesepakatan para 
pihak. Konsliator tersebut harus terdaftar di kantor yang 
berwenang menangani masalah pertanahan, dalam hal ini 
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misalnya di kantor BPN. Konsiliator harus dapat 
menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 hari kerja 




Mediasi merupakan pengendalian konflik sengketa  
(pertanahan) yang dilakukan dengan cara membuat consensus 
diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ke 
tiga yang berkedaulatan netral sebagai mediator dalam 




Arbitase merupakan pengendalian konflik atau sengketa 
yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang 
bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa akan 
hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan bagi 
mereka dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik 
tersebut. Dalam penyelesaian secara arbitase kedua belah pihak 
sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal 
sebagai jalan keluar bagi konflik ataupun sengketa yang terjadi 
diantara para pihak. Yang berperan untuk menyelesaikan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Proses Jual Beli Tanah yang Sah Menurut Undang-undang pokok 
agraria pasal 5 tahun 1960.  
Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah 
ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan 
harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang 
artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai 
artinya di bayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara 
nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses 
jual beli sebagaimana dimaksud.Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk 
melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 
terdiri dari: 
PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat 
melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat disini 
diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang 
belum cukup jumlah PPAT nya.PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat 
oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan  
membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu.adapun 
prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jual beli 






1. Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai 
harga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang 
menangung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak 
penjual dan pembeli, maka para pihak harus datang ke kantor PPAT 
untuk membuat akta jual beli tanah. 
2.  Persyaratan Akta Jual Beli (AJB). Hal-hal yang diperlukan dalam 
membuat Akta Jual Beli tanah di kantor PPAT adalah sebagai berikut: 
Syarat-syarat yang harus di bawa Penjual Tanah: 
1.  Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual; 
2.  Kartu Tanda Penduduk; 
3.  Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh 
tahun terakhir; 
4.  Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang telah 
berkeluarga. 
Syarat-syarat yang harus di bawa oleh Calon Pembeli Tanah: 
1. Kartu Tanda Penduduk 
2. Kartu Keluarga 
 
Proses pembuatan AJB di Kantor PPAT Persiapan pembuatan AJB 
sebelum dilakukan proses Jual Beli Tanah di lakukan pemeriksaan 
mengenai keaslian dari sertipikat termaksud di kantor Pertanahan untuk 
mengetahui status sertifikat saat ini seperti keasliannya, apakah sedang 





dan terhadap keterangan sengketa atau tidak, maka harus disertai surat 
pernyataan tidak sengketa atas tanah tersebut. Terkait status tanah 
dalam keadaan sengketa, maka PPAT akan menolak pembuatan AJB 
atas tanah tersebut. 
Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan 
membeli tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang hak atas 
tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum. 
Penjual di haruskan membayar Pajak Penghasilan (Pph) 
sedangkan pembeli diharuskan membayar bea perolehan hak atas tanah 
dan anggunan (BPHTB) dengan ketentuan berikut ini: Pajak Penjual 
(Pph) = NJOP/harga jual X 5 %, Pajak Pembeli (BPHTB) = 
{NJOP/harga jual - nilai tidak kena pajak} X 5% 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon 
pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. 
Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua 
orang saksi.  
PPAT akan membacakan serta menjelaskan mengenai isi dan 
maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual 
dan calon pembeli akta tersebut akan ditandatangani oleh para pihak, 





Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh di kantor PPAT dan 
lembar lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat 
untuk keperluan balik nama atas tanah, sedangkan salinannya akan 
diberikan kepada masing-masing pihak. Proses setelah Akta Jual Beli 
jadi dibuat. Setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, PPAT menyerahkan 
berkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertipikat; dan, 
penyerahan akta harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak ditandatangani, dengan berkas-berkas yang harus diserahkan 
antara lain:  
- Surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli, 
Akta Jual Beli dari PPAT,  
- Sertipikat hak atas tanah,  
- Kartu tanda penduduk kedua belah pihak, 
-  Bukti lunas pembayaran Pph,  
- serta bukti lunas pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. 
 
Proses di Kantor Pertanahan 
Saat berkas diserahkan kepada kantor pertanahan, maka kantor 
pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik 
nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan akan 





sertipikat akan dicoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala 
kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; 
 Nama pembeli  selaku  pemegang  hak atas tanah  yang  baru  
akan  ditulis  pada halaman  dan  kolom  yang  terdapat  pada buku 
tanah dan sertipikat dengan di bubuhi tanggal pencatatan serta tanda 
tangan  kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan dalam 
waktu 14 (empat belas) hari pembeli berhak mengambil sertipikat yang 
sudah dibalik atas nama pembeli di kantor pertanahan setempat.
74
  
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran merupakan 
pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan 
terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikad baik. 




Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai 
pendaftaran tanah. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang 
Pokok Agraria mengenai pendaftaran tanah itu dikeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti 
haknya.Tanda bukti hak itu disebut sertifikat hak tanah yang terdiri atas 
salinan buku  tanah dan  surat ukur yang dijilid  menjadi satu dalam 
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satu sampul. Sertifikat itu merupakan alat pembuktian yang kuat, 
maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya 
mempunyai kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan 
yang benar, selama dan sepanjang  tidak ada alat pembuktian yang lain 
yang membuktikan sebaliknya. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan sertifikat sebagai alat bukti 
sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat 
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam 
arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data 
yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang 
benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
 
B.  Proses Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Hak Milik Di Pengadilan 
Negeri Tegal. 
Proses penyelesaian sengketa jual beli tanah hak milik di pengadilan 
negeri Tegal dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Tgl di mulai dengan 
tahapan penggugat dalam hal ini TUAN HERI MAKMURI ,bertempat 
tinggal di desa kemurang kulon RT. 004/ RW. 004, Kecamatan tanjung, 
kabupaten brebes. Mendaftaran gugatan nya di pengadilan negeri Tegal. 
dengan surat gugatan tanggal 23 mei 2013. yang di terima dan di daftar kan 





register nomor 22/Pdt.G/2013/PN.TGLsesuwai dengan Pasal 118 ayat 1 
HIR, bahwa pendaftaran gugatan itu di ajukan ke Pengadilan Negeri 
Tegal,Berdasarkan kompetensi relatifnya berdasarkan tempat tinggal 
tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian  
Selanjut nya  pada hari persidangan yang telah di tentukan 
penggugat menghadap di wakili oleh kuasa hukum nya.triyanto patrioko 
,SH dan joko santoso,SH Advokat,Pada kantor Advokaced & legal 
Consultans Triyanto Pratioko ,SH& Rekan beralamat di jalan salak no.26 
kota Tegal. 
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 mei 2013.Sedang kan 
tergugat l dalam hal ini dr.SUTORO ,Sp.THT, bertempat tinggal di jln 
mayjen sutoyo no.26 kota Tegal .datang untuk kepentingan diri sendirih dan 
selaku kuasa dari tergugat ll dalam hal ini HUSNA LELLY Alias 
NYONYA SUTORO .bertempat tinggal di jalan hang lekir X/10 
RT.005/RW.006 kelurahan gunung kecamatan kebayoran baru kota madya 
jakarta Selatan. 
Berdasar kan surat kuasa insidentil dari ketua pengadilan negeri 
Tegal tanggal 26 agustus 2013 no.11/VIII/2013/BH/PN.Tgl, dan dengan 
permohonan tergugat I kepada majelis hakim untuk mengundurkan diri 
sebagai kuasa insidentil dari tergugat II tanggal 23 oktober 2013 Maka 
tergugat II selanjut nya memberi kuasa kepada imawan sugiarto.SH.MH dan 





berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 oktober 2013 sesuwai perma no 
1 tahun 2008 pada sidang pertama.majelas hakim telah mengupayalan 
perdamean di antara para pihak dengan menunjuk gatot Ardian A.SH.spN 
Hakim pada pengadilan negeri Tegal sebagai mediator.namun berdasarkan 
laporan mediator tanggl 25 september 2013 upaya perdamean itu tidak 
berhasil; 
Bahwa oleh karena hal tersebut  pemeriksa'an perkara di lanjut kan 
dengan pembaca'an surat gugatan yang isi nya tetap di pertahan kan  oleh 
penggugat.kemudian dalam sidang selanjut nya  ataspengundurandiri 
tergugat 1.sebagai kuasa tergugat 2.maka tergugat 2 memberikuasa nya ke 
pada Imawan sugiharto,SH,MH. Advokat berkantor dijalan wader no 22 
kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusustanggal 09 oktober 2013 dan 
Rekan beralmat di jalan wader no 22 kota Tegal.berdasar kan surat kuasa 
khusus tanggal,11 oktober 2013. 
Dalam sidang terhadap gugatan penggugat.para tergugat 
memberikan jawaban dalam EKSEPINYA. yang pada pokok nya adalah 
sebagai berikut.: 
Jawaban tergugat 1 
- menolak gugatan penggugat untuk seluruh nya , 
- menghukum penggugat dengan membayar beaya perkara ini sampe 
selesai. 





-  menolak gugatan penggugat untuk seluruh nya , 
- menghukum penggugat dengan membayar beaya perkara ini sampe 
selesai. 
Selanjut nya Atas dasar  jawaban EKSEPSI dari para tergugat 
penggugat mengajukan repliknya tertanggal 30 oktober 2013.dan terhadap 
replik tersebut tergugat 1.telah menyerahkan duplik tertanggal,13 november 
2013.dan tergugat 2.telah pula menyerah kan duplik tertanggal 12 november 
2013.Dalam replik untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nya.penggugat 
mengajukan bukti surat sebagai berikut: 
1. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta 
rupiah)dari tuan heri makmuri kepada dr.sutoro tertanggal 13 juni 2011, 
di beri tanda P.1 
2. Kwitansi tanda bukti pembayaran  beaya penggukuran atas nama heri 
makmuri tanggal 20 juni 2011,di beri tanda P.2 
3. Sertifikat hak milik ( SHM) No.74 /Desa Grobokulon luas 1164 m2 atas 
nama Dokter sutoro,di beri tanda P.3.1 
4. Sertifikat hak milik (SHM) No.58 /Kendal serut luas 1776 m2 atas 
nama Dr.sutoro di beri tanda P.3.2 
Selain bukti tertulis tersebut,penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di  
persidangan yang telah memberikan keterangan masing -masing di bawa h 
sumpah adapun nama-nama saksi tersebut adalah sebagai berikut: 





2. Saksi Hadi Purnomo 
3. Saksi Titi Yuliastuti, SH 
Dalam duplik Atas dasar replik dari penggugat .tergugat 1 dalam 
membuktikan dalil-dalil bantahannya .mengajukan bukti surat berupa foto 
kopi sebagai berikut 
 1.  Surat pembatalan jual beli dari dr. Sutoro kepada H. Makmuri tanggal 
29 Juli2011 diberi tanda TI.1; 
2.  Gambar denah SHM No. 74 tahun 1984 dan SHM No. 58 Tahun 1984 
atas nama    dr. Sutoro diberi tanda TI.2 
 3.  Surat dari dr.H Sutoro kepada Bpk AKBP Haryadi. SIK.,M.Si tanggal 
17Oktober 2013 perihal permohonan pengamanan diberi tanda TI.3; 
4.  Surat Keterangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal 
No.222/300-33.28/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 diberi tanda 
TI.4; 
5.  Setoran uang panjar biaya pelaksanaan consinyasi kepada Panitera 
Pengadilan Negeri Tegal pada Bank BNI tanggal 24 Juni 2013 atas 
nama penyetor dr.Sutoro No. Rekening 0032606333 sebesar Rp. 
1.200.000 (satu juta duaratus ribu rupiah) diberi tanda TI.5a; 
6.  Setoran uang penawaran consinyasi kepada Panitera Pengadilan 
Negeri Tegal pada Bank BNI tanggal 24 Juni 2013 atas nama penyetor 
dr. Sutoro No.Rekening 0032606333 sebesar Rp. 50.000.000 (lima 





7.  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 
01/Pdt/Consig/2013/PN. TGL Jo.Nomor 22/Pdt.G/2013. PN. TGL 
tanggal 26 Juni 2013 diberi tanda TI.6; 
8.  Surat Panggilan Kepolisian Resor Kota Tegal tanggal 1 Oktober 2013 
diberi tanda TI.7; 
9.   Koran Radar edisi tanggal 04 September 2013 diberi tanda TI.8; 
10.  Koran Radar edisi tanggal 24 Oktober 2013 diberi  tanda TI.9;11 
11.Yurisprudensi No. 86 K/Sip/1972 diberi tanda TI.10; 
12.  Yurisprudensi No. 952 K/Sip/1974 diberi tanda TI.11; 
13.  Yurisprudensi No. 380/Sip/1975 diberi tanda TI.12; 
14  Undangan Confrence Ilmiah (4 orl head & neck oncology confrence) 
diberi tanda TI.13; 
Selain bukti tertulis tersebut,tergugat 1 juga menghadirkan saksi-saksi di 
persidangan yang telah memberikan keterangan masing -masing di bawah 
sumpah adapun nama-nama saksi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Saksi Tanto Purwanto 
2. Saksi Ssugirman 
3. Saksi Notari 
4. Saksi Rasmun 
Dalam duplik tergugat 2  tidak mengajukan alat bukti di dalam 
persidangan. Selanjut nya kedua belah pihak telah menyerah kan 





Setelah penggugat dan para tergugat masing -masing sdh 
mengajukan bukti-bukti serta menghadirkan para saksi di muka persidangan  
untuk memperkuat dalil-dalih  nya. kemudian majelis hakim memeriksa, 
meneliti alat bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh 
pihak penggugat dan para tenggugat di muka persidangan. 
Kemudian Berdasarkan hal tersebut majelis hakim merumuskan 
pokok perkara yang telah di kemukakan oleh penggugat dan para tergugat di 
muka persidangan yang akan di jadikan sebagai dasar pertimbangan hakim 
dalam  memutuskan perkara.apakah proses jual beli penggugat dan tergugat 
sdh sesuwai dengan prosedur yang berlaku atau kah cacat hukum.  
Selanjut nya setelah majelis hakim.melakukan musyawarah  dengan 
dasar pertimbangan hukum tersebut di atas. Kemudian majelis hakim 
menjatuhkan putusan.dalam kasus Yang penulis telitih  “SENGKETA 
JUAL- BELI TANAH HAK MILIK DI PENGADILAN NEGERI 
TEGAL” dengan perkara (Nomor: :22/Pdt.G/2013/PN.Tgl). majelis 
hakim memutus. perkara tersebut di menangkan oleh  tergugat dengan amar 
putusan yang intinya sebagai berikut: 
DALAM EKSEPSI: 
- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruh nya. 
DALAM POKOK PERKARA: 





2. Menghukum penggugat dengan membayar biyaya perkara yang hingga 
kini sebesar Rp.571.000 (lima ratus tuju puluh satu ribu rupiah) 
 
Sesuwai uraian di atas penulis berpendapat bahwah proses 
PENYELESAIN SENGKETA JUAL –BELI TANAH hak milik di 
pengadilan negeri Tegal,dengan perkara (Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.Tgl). 
sudah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku sesuwai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang tata 
cara penyelesain sengketa di dalam pengadilan  yang di awali dengan 
tahapan mediasi.di mana tahapan mediasi  di awali dengan 
Proses pra mediasi di lanjutkan dengan mediasi sampe akhir 
mediasi. dalam perkara ini pada sidang pertama Majelas hakim telah 
mengupayalan perdamean di antara para pihak dengan menunjuk gatot 
Ardian A.SH.spN Hakim pada pengadilan negeri Tegal sebagai mediator. 
Sesuwai dengan perma no 1 tahun 2008 pasal 7. 
Namun berdasarkan laporan mediator tanggl 25 september 2013 
upaya perdamean itu tidak berhasil, yang di lanjut dengan proses 
pembaca'an  gugatan .yang isinya tetap di pertahan kan oleh 
penggugat.yang pada inti pokok gugatan nya  adalah perbuatan melawan 
hukum,yang di lakaukan oleh tergugat 1.atas dasar pembatalan sepihak 
perjanjian jual beli tanah hak milik.atas nama tergugat. 
Kemudian atas dasar gugatan dr  penggugat.tergugat 1 dan 2 





dalil yang di kemukakan oleh penggugat di  dalam surat gugatan nya.Atas 
dasar jawaban dari tergugat.kemudian penggugat mengajukan duplik yang 
pokok isi nya adalah membantah eksepsi dari para tergugat.atas dasar 
replik dari pengugat.para tergugat mengajukan duplik.yang isi pokok nya 
adalah membantah replik dr penggugat. 
Dalam hal  ini  masing - masing pihak merasa benar baik 
penggugat atau pun tergugat.masing- masing tetap mempertahan kan dalil 
nya. di mana akhir dari  gugatan tersebut majelis hakim menjatuh kan 
putusan di menangkan oleh tergugat.dengan amar putusan yang intinya 
sebagai berikut:,DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi tergugat untuk 
seluruh nya DALAM POKOK PERKARA1.Menolak gugatan penggugat 
untuk seluruh nya 2.Menghukum penggugat dengan membayar biyaya 
perkara yang hingga kini sebesar Rp.571.000(lima ratus tuju puluh satu 
ribu rupiah)  
Penulis berpendapat bahwah keputusan majelis hakim dalam 
memutus perkara tersebut sudah tepat, di mana putusan tersebut sudah 
sesuwai dengan peraturan UUPA ( undang - undang pokok agraria). 
tentang sarat sah nya suatu jual beli tanah, di mana jual beli tanah  hak 
milik  di katakan sah mana kala memenuhi beberapa unsur yang pada 
Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu transaksi di lakukan di 





artinya jika harga yang di bayarkan tidak lunas ,maka  proses jual beli 
belum dapat di lakukan atau bisa di artikan  jual beli beli belum sah. 
pejabat yang berwenang dalam  hal ini atau dalam masalah jual- 
beli tanah adalah PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang di angkat 
oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kewenangannya untuk 
membuat akta-akta tertentu seperti Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, 
Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Milik Pemberian Hak 
Tanggungan, Pemasukan ke dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama 
dan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.atas dasar tersebut penulis 
berpendapat  
 Bahwa jual beli yang di lakukan penggugat dan dan tergugat tidak 
sah.atau bisa di katakan cacat hukum.karna jual- beli hanya di lakukan di 
bawah tangan dengan tanda bukti surat kwitansi.tidak di lakukan hadapan 
PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang.guna tepenuhinya sarat sah 
nya suatu  jual beli tanah.sesuwai dengan peraturan dan  Undang -udang 



















1. a. Proses jual beli tanah yang sah menurut peraturan perundang-
undangan adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli 
tentang harga tanah dan membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT. 
Akta tersebut berguna untukmengurus pendaftaran balik nama dalam 
sertipikat. Jika terjadi sengketa dilakukan penyelesaian melalui 
pengadilan dengan rangkaian proses dari pengajuan gugatan, 
mediasi, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim. 
    b. Proses  jual beli dianggap sah kalau terpenuhinya syarat materiil dari 
jual beli tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dan Keputusan Mahkamah Agung 
no 123/K/Sip/1970.Ketentuan ini mencakup kecakapan dan 
kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang 
bersangkutan, lantas dipenuhinya syarat oleh pembeli untuk menjadi 
pemegang hak atas tanah yang dibeli.Kemudian juga persetujuan 
bersama untuk melakukan jual beli tersebut dan terakhir dipenuhinya 
syarat tunai,  
2.  Proses Penyelesaian sengketa jual beli tanah hak milik di pengadilan 
Negeri Tegal dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Tgl di lakukan 






a.  Penggugat mendaftar kan gugatan nya ke pengadilan negeri 
Tegal.sesuwai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR, 
b.  Selanjut nya masuk ke dalam register perkara 
c.  Kemudian pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Tegal, setelah Panitera memberikan nomor perkara 
berdasarkan nomor urut dalam buku register perakara, 
d.  Kemudian adanya penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Tegal 
e.  Setelah itu adanya penetapan hari sidang dan Majelis Hakim 
terbentuk,  
f.  Majelis Hakim akan memanggil para pihak (Penggugat dan 
Tergugat) untuk hadir di persidangan.sesuwai dengan waktu yang 
di tentukan. 
g.  Dalam sidang pertama sesuwai perma no 1 tahun 2008 .majelis 
hakim akan mengupayakan perdamean melalui proses . mediasi di 
mana mediasi di awali dengan pra mediasi di lanjut dengan proses 
mediasi sampe akhir mediasi.dalam perkara  ini majelas hakim 
telah mengupayalan perdamean di antara para pihak dengan 
menunjuk gatot Ardian A.SH.spN Hakim pada pengadilan negeri 
Tegal sebagai mediator.namun berdasarkan laporan mediator 





h.  Kemudian di lanjut kan dengan pembaca'an gugatan oleh 
penggugat 
i.  Pada sidang selanjut nya atas dasar gugatan dari pengugat para 
tergugat memberikan jawaban bantahan dalam eksepsinya 
kemudian atas dasar eksepsi dari para tergugat.penggugat 
memberikan bantahan dalam replik nya.selanjut nya atas dasar 
replik dari penggugat para tergugat memberikan bantahan dalam 
duplik nya. 
j. Selanjut nya untuk memperkuat dalil dalil nya.penggugat dan para 
tergugat  masing masing mengajukan bukti dan para saksi di muka 
persidangan. 
k.  Kemudian majelis hakim memeriksa, meneliti alat bukti surat serta 
keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat dan para 
tenggugat di muka persidangan.untuk di rumuskan dalam pokok 
perkara sebagai dasar putusan  
l.  Setelah majelis hakim sdh merumuskan pokok perkara.majelis 
hakim melakukan sidang permusawaratan majelis hakim. kemudian  











Penulis ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut: 
1. Pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah disarankan untuk 
dilakukan dalam suatu akta otentiik yang dibuat dihadapan notaris, agar 
para pihak yang membuat perjanjian tersebut lebih terlindungi dan 
dalam pembuatan perjanjian mendapatkan konsultasi hukum dari 
notaris, Sehingga kepentingan para pihak dapat dituangkan secara 
obyektif. Notaris juga dalam pembuatan akta pengikat jual beli tanah 
diharapkan dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan tidak berpihak, agar akta jual beli yang dibuat dapat 
menjadi alat bukti yang sempurna. 
2. Bagi Para pihak kusus nya penggugat selaku pihak yang dirugikan atas 
proses jual beli tanah yang tidak sah, apabila mengetahui dalam proses 
transaksi jual-beli tanah terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, 
apabila ingin menyelesaiakan sengketa tersebut, maka sebelum gugatan 
diajukan ke Pengadilan Negeri harus dipersiapkan secara matang, 
terutama mengenai bukti-butki yang nantinya akan diajukan di dalam 
sidang pemeriksaan pembuktian untuk dapat memperkuat atau 
membuktikan dalil gugatannya. Karena dalam hal ini merupakan dasar 
untuk dapat dikabulkannya gugatan.dan bagi tergugat sebelum 
melakukan perjanjian jaual beli.sebaik nya bermusawarah dahulu 





kan adalah harta gono gini . jadi sesuwai dengan uupa  sarat sah nya 
suatu jual beli tanah dalam pembuatan akta jual beli bagi yang sudah 
menikah adalah  harus persetujuan istri. tanpa ada nya persetujuan 
istri.maka jual beli tidak sah.karna tidak terpenuhinya sarat 
materil.sebagai sarat sah nya jual beli tanah yg hrs di penuhi. 
3. Bagi Notaris dan PPAT  sebelum memproses jual beli tanah sebaik nya 
memberi kan pemahaman atau memberikan penjelasan kepada para 
pihak baik penjual maupun  pembeli tentang sarat sah nya suatu jual 
beli tanah.agar para pihak diwajibkan untuk memastikan bahwa tanah 
yang dijadikan obyek jual beli tersebut sedang tidak dalam sengketa, 
selain itu juga harus memeriksa kembali kelengkapan terkait dengan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli tanah. 
Apabila ternyata terdapat persyaratan yang tidak lengkap baik dari 
pihak penjual maupun pihak pembeli, maka alangkah baiknya pihak 
PPAT tersebut tidak memproses jual beli tersebut, hal tersebut 
bertujuan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.  
4.  Bagi Hakim sebaiknya dala memeriksa dan mengadili perkara gugatan 
sengketa tanah harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara 
tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis 
Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil 
gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat 





mengabulkan atau tidak akan menerima gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat.  
5. Bagi masarakat yang mau membeli atau menjual tanah.sebaik nya 
sebelum membeli atau menjual tanah.terlebih dahui pelajari sarat sah 
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P U T U S A N 
Nomor 22 /Pdt.G/2013/PN Tgl. 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada 
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan 
antara: 
TUAN HERI MAKMURI, bertempat tinggal di Desa Kemurang Kulon RT.004/ 
RW.004, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Triyanto Patrioko,SH dan Joko Santoso, SH 
Advokat, pada Kantor Advokaced & Legal Consultans Triyanto 
Patrioko,SH & Rekan beralamat di Jalan Salak No. 26 Kota Tegal 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat; 
Lawan: 
1. dr. SUTORO, Sp.THT, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo No. 26 Kota Tegal, 
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 
2. HUSNA LELLY Alias NYONYA SUTORO, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir 
X/10, RT.005/RW.006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru 
Kotamadya Jakarta Selatan, semula memberikan kuasa  kepada Tergugat 
I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal 
tanggal 26 Agustus 2013 No. 11/VIII/2013/BH/PN.Tgl, dan dengan 
Permohonan Tergugat I kepada Majelis Hakim untuk mengundurkan diri 
sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat II tanggal 23 Oktober 2013, maka 
Tergugat   II selanjutnya   memberikan   kuasa   kepada Imawan 
Sugiharto,SH.,MH dan Dedy Riyanto,SH Advokat pada Kantor Hukum 
IMAWAN SUGIHARTO,SH.,MH. & REKAN beralamat di Jalan Wader 
No. 22 Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, 
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 
Pengadilan Negeri tersebut; 
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; 
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 
TENTANG DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei  2013 
yang diterima  dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Tegal   pada  tanggal 
Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Tgl 
m 
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23 Mei 2013 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.TGL, telah mengajukan gugatan 
sebagai berikut: 
1 Bahwa pada sekitar awal Juni 2011, Penggugat; Heri Makmuri didatangi/ 
dihubungi oleh Saudara Wartono –yang tidak lain adalah bekas supir Rumah 
Sakit Umum Kardinah yang mana beralih profesi menjadi Makelar Tanah- yang 
pada intinya memberitahukan ada sebidang tanah yang terletak di daerah 
Procot Kab. Tegal seluas ± 3000 M2 yang kebetulan adalah milik Tergugat 1 (dr. 
SUTORO,Sp.THT) yang harganya sama dengan tanah milik Almarhum dr. 
MASROEF yang kebetulan juga akan di jual yaitu Rp.400.000,- /M2. 
2 Bahwa Penggugat mendengar informasi harga tanah yang akan di jual tersebut 
kemudian menyuruh Saudara Wartono untuk memastikan kebenaran penjualan 
tanah tersebut. 
3 Bahwa setelah mendapat informasi atau kepastian tersebut mengenai  harga  
tanah Penggugat dan diantar oleh Wartono (bukan kaum beracara) sebagai 
Makelar mendatangi Tergugat 1 untuk melakukan atau melaksanakan jual beli 
tanah tersebut SHM No.58 seluas ± 1.776 M2 terletak di Desa Kendal Serut Kec. 
Pangkah Kab. Tegal dan sebidang tanah SHM No. 74 seluas ± 1.165 M2 terletak 
di Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal yang keduanya atas nama 
Tergugat 1 / dr. SUTORO yang selanjutnya disebut obyek jual beli tanah dengan 
batas-batas sebagai berikut: 
• Tanah SHM No. 58; 
- Utara : Tanah Singgih Purnomo, 
- Selatan : Tanah dr. Masroef, 
- Timur : Jalan Raya Tegal-Slawi, 
- Barat : Tanah Kasan dan Nawi,. 
- Tanah SHM No.74 dengan batas-batas: 
- Utara : Tanah Kasan, 
- Selatan : Tanah Tuti Amartiwi, 
- Timur : Tanah dr. Sutoro dan dr. Masroef, 
- Barat : Bekas Saluran,. 
4 Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2011 dan setelah  adanya 
kesepakatan mengenai harga yaitu Rp. 400.000,-/M2 yang disamakan dan 
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muka sebagai tanda jadi/ikatan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,-( Lima Puluh 
Juta Rupiah ) dari seluruh harga obyek sengketa jual beli sebesar Rp. 
1.200.000.000,-( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) yang dituangkan dalam 
kwitansi dan kekurangannya akan diselesaikan / dibayar lunas setelah dilakukan 
pengukuran dan setelah ditanda tangani Akta Jual Beli di depan Notaris: Titi 
Yuliastuti,SH yang ditunjuk atau disepakati bersama pada saat penandatanganan 
akta jual beli secara resmi. 
5 Bahwa atas kesepakatan dan persetujuan bersama antara Penggugat dan  
Tergugat 1 kemudian dilakukan pengukuran atas obyek sengketa termaksud 
melalui Notaris; Titi Yuliastuti,SH yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.15 Slawi 
Kab. Tegal dengan biaya sebesar Rp. 3.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2011. 
6 Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran oleh Kantor BPN  Kabupaten  
Tegal, Penggugat kemudian bermaksud untuk melunasi sisa pembayaran jual  
beli tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan surat kwitansi tertanggal 13 
Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat 1 yaitu  biaya  
pelunasan diselesaikan setelah adanya pengukuran dari Badan Pertanahan 
Nasional Kab. Tegal di Slawi, akan tetapi ternyata Tergugat 1 bersikeras untuk 
tidak menjual dan tidak mau menerima sisa pembayaran yang telah disepakati 
bersama yaitu sebesar Rp. 1.150.000.000,- ( Satu Milyar Seratus Lima Puluh  
Juta Rupiah ) dengan alasan Tergugat 2 tidak menyetujuinya. 
7 Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat 1 untuk 
menyelesaikan pembayaran kekurangan pembelian tanah-tanah tersebut yaitu 
sebesar Rp. 1.150.000.000,-( Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) akan 
tetapi Tergugat 1 selalu menolak dengan alasan tidak disetujui oleh Tergugat 2, 
padahalnyalah sewaktu Penggugat transakasi jual beli obyek sengketa tersebut 
Tergugat 1 mengatakan bahwa “ sudah pisah ranjang dengan Istrinya (Tergugat 
2) cukup lama ”, hal semacam inilah yang selalu dilakukan Tergugat 1 setiap  
kali Penggugat akan membayar penyelesaian harga jual beli tersebut. 
8 Bahwa akibat dari sikap Tergugat 1 yang tidak ada niat baik untuk 
menyelesaikan jual beli tanah obyek sengketa tersebut maka Tergugat 1 telah 
melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat baik 
moril maupum materiil. 
9 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tanpa adanya kesepakatan bersama antara 
Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 1 mengirim surat pembatalan Jual Beli 
secara sepihak yang ditujukan kepada Penggugat hal ini menunjukan bahwa 
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Tergugat 1 telah melecehkan dan berbuat melakukan tindakan melawan hukum 
dengan maksud agar obyek sengketa tersebut tidak jadi dilaksanakan jual 
belinya, dan surat pembatalan ikatan jual beli tersebut tertanggal 29 Juli 2011 
adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM. 
10 Bahwa dengan Penggugat telah melaksanakan jual beli dengan uang muka Rp. 
50.000.000,- dan juga telah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan 
Nasional Kab. Tegal di Slawi, maka jual beli tanah obyek sengketa tersebut di 
atas adalah sah menurut hukum dan Tergugat 1 wajib melaksanakan jual beli 
tanah obyek sengketa tersebut dihadapan Notaris; Titi Yuliastuti,SH yang telah 
ditunjuk dan atas kesepakatan bersama kepada Penggugat untuk kemudian 
Tergugat 1 atas persetujuan Tergugat 2 menandatangani akta jual beli tanah 
obyek sengketa tersebut, dan Penggugat berkewajiban menyelesaikan 
kekurangan pembayarannya sebesar Rp. 1.150.000.000,-( Satu Milyar Seratus 
Lima Puluh Juta Rupiah ) dihadapan Notaris: Titi Yuliastuti,SH. 
11 Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian jual beli tanah obyek sengketa  
tersebut oleh Tergugat 1, Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun 
materiIl sebesar Rp. 3.100.000.000,-( Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah ). Dengan 
perincian sebagai berikut; 
• Kerugian moril: 
Bahwa Penggugat merasa malu, dicemarkan nama baiknya juga dalam 
menjalankan pekerjaannya terasa terganggu sehingga diperkirakan kerugiannya 
mencapai Rp. 3.000.000.000,-( Tiga Milyar Rupiah ). 
• Kerugian Materiil: 
Bahwa Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya antara lain untuk honor 
pengacara dan untuk pengurusan biaya perkara ini diperkirakan Rp. 
1.00.000.000,-( Seratus Juta Rupiah ) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 
Rp. 3.100.000.000,-( Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah ) yang harus dibayar 
Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah 
kepada Penggugat. 
12 Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melaksanakan putusan perkara 
ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat 1 dan Tergugat 
2 dikenakan kewajiban denda atas keterlambatannya menjalankan putusan 
perkara ini sebesar Rp. 100.000,-( Seratus Ribu Rupiah ) perharinya secara tunai 
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13 Bahwa untuk menghindari putusan perkara ini hanya menang di atas kertas 
belaka maka adalah sangat tepat terhadap tanah-tanah obyek sengketa tanah 
tersebut dan rumah yang ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang digunakan 
juga sebagai tempat praktek di Jl. Mayjen Sutoyo No.26 diletakkan SITA 
JAMINAN. 
14 Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini didukung dengan alat bukti 
yang kuat oleh karenanya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu/putusan serta merta(uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada  upaya 
hukum banding, kasasi, maupun verzet. 
Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon 
kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal di Tegal sudi 
kiranya berkenan memanggil para pihak yang bersengketa guna diperiksa serta 
diadili perkaranya dengan keputusan: 
BERMULA 
1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 
2 Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 atas tanah 
obyek sengketa SHM No. 58 seluas ± 1.776 M2 yang terletak di desa Kendal 
Serut Kec. Pangkah Kab. Tegal dan tanah SHM No. 74 seluas ± 1.165 M2 yang 
terletak di desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal yang keduanya atas 
nama Tergugat 1(dr. SUTORO) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada 
posita punt.3 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga patut 
dikuatkan adanya. 
3 Menyatakan bahwa uang muka atau panjar jual beli tanah sebesar Rp. 
50.000.000,-( Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat 1 
dengan tanda terima kwitansi adalah sah menurut hukum dan dikuatkan 
adanya. 
4 Menyatakan surat pembatalan jual beli yang dibuat Tergugat 1 yang dilakukan 
secara sepihak tertanggal 29 Juli 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan 
tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. 
6 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menandatangani Akta Jual Beli 
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7 Menghukum Penggugat untuk membayar kekurangan pembelian atas tanah 
obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 1.150.000.000,-( Satu Milyar Seratus Lima 
Puluh Juta Rupiah ) kepada Tergugat 1 dihadapan Notaris; Titi Yuliastuti,SH 
secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah. 
8 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi atas  
kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian moril maupun materiil 
sebesar Rp. 3.100.000.000,-( Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) yaitu: 
• Kerugian moril: 
Bahwa Penggugat merasa malu, dicemarkan nama baiknya juga dalam 
menjalankan pekerjaannya terasa terganggu sehingga diperkirakan kerugiannya 
mencapai Rp. 3.000.000.000,-( Tiga Milyar Rupiah ). 
• Kerugian Materiil: 
Bahwa Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya antara lain untuk honor 
pengacara dan untuk pengurusan biaya perkara ini diperkirakan Rp. 
1.00.000.000,-( Seratus Juta Rupiah ) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 
Rp. 3.100.000.000,-( Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah ) yang harus dibayar 
Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah 
kepada Penggugat. 
9 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar atas 
keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp. 100.000,-( 
Seratus Ribu Rupiah) perharinya secara tunai dengan tanda pembayaran yang 
sah atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak 
keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 
10 Menyatakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dan harta milik 
Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No. 26 Kota Tegal 
yang dijadikan tempat tinggal dan tempat praktek dokter adalah sah dan  
berharga adanya. 
11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta 
merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi 
dan verzet. 
12 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya perkara 
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Mengadili secara lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Tegal sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk 
Penggugat menghadap kuasanya tersebut di atas, dan untuk Tergugat I datang 
menghadap untuk kepentingan diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat  II 
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara 
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gatot Ardian A., SH.,SpN 
Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Mediator; 
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 september 2013 
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, atas pengunduran diri 
Tergugat I sebagai Kuasa Tergugat II, maka Tergugat II memberi kuasa kepada H. 
Imawan Sugiarto,SH.,MH, Advokat berkantor di Jalan Wader No. 22 Kota Tegal 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2013 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat 
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 
Jawaban Tergugat I : 
 
A DALAM EKSEPSI : 
IEKSEPSI ERROR IN PERSONA;  DIS  KUALIFIKASI  IN 
PERSON ; 
 
Bahwa dalam hal ini, Penggugat ; TN. HERI MAKMURI adalah sama 
sekali tidak dan bukan orang yang mempunyai hak / kewenangan untuk 
mengajukan gugatan ( “tindakan melawan hukum”) ini. 
Penggugat   TIDAK   PUNYA   WEWENANG    /   KAPASITAS   sebagai 
Penggugat atas obyek “jual beli”, karena Penggugat BUKAN & TIDAK 
BERTINDAK  sebagai  PEMBELI  ( yang  beritikad  baik  ) MELAINKAN 
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HANYA bertindak SEBAGAI MAKELAR / PERANTARA belaka, jadi 
untuk kepentingan orang lain, BUKAN 
UNTUK KEPENTINGAN ATAU DIMILIKI SENDIRI. 
Hal mana dapat dibuktikan atas hak “kepemilikkan” tanah disebelah obyek 
“jual beli” yang semula milik alm. dr. Masroof yang telah dilakukan jual 
beli dan dibalik nama atas nama pihak lain, BUKAN PENGGUGAT. 
Disamping itu juga terbukti sesuai dan berdasarkan “pengakuan” serta 
permintaan Penggugat sendiri yang meminta “spelling” harga / komisi 
tersendiri kepada Tergugat sebesar Rp. 10. 000,- setiap M2 nya, diluar 
komisi makelar tanah yang sebenarnya ; Sdr. Wartono ( bukan kaum 
beracara) yang akan mendapat bagian komisi 2,5 % dari harga tanah 
sebagaimana lazimnya. Hal mana ( permintaan spelling harga / komisi ) 
tidak akan mungkin dilakukan apabila Penggugat bertindak sebagai  
Pembeli dan untuk kepentingan sendiri ( apalagi disertai “amanat” jangan 
bilang siapa – siapa ??? ).Dan hal tersebut dipertegas sewaktu Tergugat 
diminta untuk membayar biaya pendaratan obyek “jual beli” ( padahal 
obyek sudah didaratkan dan foto copynya Penggugat sudah menerima) 
dimana Tergugat diminta untuk berbicara langsung melalui HP yang 
disodorkan Penggugat -- dengan Pihak Ketiga yang dikatakan Penggugat 
sebagai pembeli, tanpa menyebut nama dan Tergugat sama sekali tidak 
kenal. Termasuk sewaktu awal bulan Oktober 2011 dimana Penggugat dan 
rombongan datang membawa serta Pihak Ketiga yang “katanya” sebagai 
pembelinya yang marah – marah dan mencaci maki Tergugat, suatu hal 
diluar dugaan dan tidak pantas. Jadi jelas bahwa Penggugat ; TN. HERI 
MAKMURI adalah pihak yang TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS & 
“WEWENANG” untuk mengajukan gugatan perkara ini, karena hanya 
merupakan “makelar” / perantara, BUKAN sebagai PEMBELI, karenanya 
TIDAK MEMPUNYAI ALAS HUKUM YANG SAH sehingga gugatan 
harus DITOLAK ; 
2 GUGATAN ABSCUURD LIBEL ; 
Bahwa gugatan Penggugat  sebagaimana termaksud  dalam Surat gugatan  
nya ttgl. 23 Mei 2013 secara keseluruhan sangat kabur, tidak jelas dan rancu 
bahkan saling bertolak belakang dan tidak sinkron argumentasi satu dengan 
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ini kabur dan “tumpang tindih” ( ABSCUURD LIBEL ) tersebut jelas dan 
terlihat secara nyata antara lain yakni ; 
a “Peran  dan  kedudukan”  Tergugat  2  ;  NY.  HUSNALELY ( NY. 
SUTORO) dalam gugatan perkara ini sama sekali tidak tampak 
dan tidak jelas, tidak ada “kapasitasnya” sehingga 
harus ditarik sebagai para  pihak dalam perkara ini ( meski  
tanpa “fungsi”), karena semua dalil gugatan HANYA 
menyangkut dan terfokus pada Tergugat 1. DR. SUTORO, 
Sp.THT. Seharusnya meskipun sebagai istri , peran serta dan 
kapasitas Tergugat 2 ; NY. HUSNALELY  harus  jelas  dan 
tegas disebutkan dalam dalil gugatannya berkaitan dengan 
“ikatan” jual beli secara lisan tersebut, BUKAN hanya sepintas 
lalu dan tidak jelas hubungan hukumnya, karenanya gugatan 
harus ditolak, setidaknya tidak diterima ; 
b Dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lainnya ( sesama 
posita ) saling bertolak belakang, simpang siur dan  tidak  
sinkron. Mencampur adukkan dan menyama ratakan “status 
hukum” antara Ikatan Jual Beli dengan Perjanjian Jual Beli, 
antara denda dengan “uang paksa” ( dwangsoom ) karena 
keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi, dimana antara 
keduanya sangat jauh berbeda, tidak sama ; 
c Demikian juga antara posita gugatan berbeda dengan petitumnya 
( tuntutannya) saling bertolak belakang, tidak selaras / tidak 
sinkron, termasuk   antara  sesama petitum   ( satu dengan lainnya 
) yang saling bertentangan, membuat  rancu  dan 
membingungkan ; Dengan tidak jelas dan kabur kasus posisi / 
kedudulkan hukum Penggugat dan Tergugat  serta  saling 
bertolak belakangnya / bertentangan baik baik “antar” dalil 
gugatan ( posita ) maupun petitumnya membuat  gugatan  
menjadi  TIDAK  JELAS,  KABUR  (   ABSCUURD   LIBEL   ) 
karenanya harus DITOLAK, setidak – tidaknya 
DINYATAKAN TIDAK DITERIMA ; 
3 GUGATAN  PREMATUR  ; 
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Bahwa selain hal tersebut diatas, gugatan Penggugat juga termasuk dan dapat 
dikategorikan GUGATAN YANG PREMATUR, terlalu dini dan tidak 
proporsional, dikarenakan belum terlaksana / belum ada jual beli atas 
obyek sengketa sebagaimana yang ditentukan undang – undang ; didepan 
pejabat   yang berwenang ; PPAT ( baik  PPAT Camat ataupun PPAT Notaris 
), melainkan hanya BARU berupa IKATAN JUAL BELI SECARA LISAN 
dan pemberian uang muka / panjer  sebagai  “tanda  jadi”  saja  dari 
Penggugat ; TN. HERI MAKMURI kepada Tergugat I ; DR. H. SUTORO, 
Sp. THT.Sama sekali BUKAN dan BELUM pernah terjadi transaksi JUAL 
BELI yang dituangkan dalam akta jual beli maupun pembayaran dan 
pelunasan atas harga jual beli obyek sengketa serta BELUM ADA  
penyerahan secara nyata ( levering) dari Terggugat,  sehingga  Penggugat 
sama sekali   BELUM /TIDAK MEMILIKI  ALAS HAK (  RECHT TITLE  ) 
yang sah untuk dapat mengajukan suatu gugatan  atas  obyek  sengketa 
kepada Para Tergugat. Dengan belum / TIDAK ADANYA alas hak yang sah 
/ kepemilikan atas obyek sengketa milik Para Tergugat tersebut, maka 
gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, sangat PREMATUR karenanya 
HARUS DITOLAK ; 
Berdasarkan eksepsi yang uraian diatas, kiranya sangat jelas dan nyata kasus posisi 
perkara ini yang sebenarnya sehingga sangat beralasan dan mendasar, karenanya 
Eksepsi tersebut dapat DIKABULKAN SELURUHNYA, dan gugatan Penggugat 
tersebut HARUS DITOLAK ; 
B DALAM POKOK PERKARA 
 
1 Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam ad. EKSEPSI 
diatas merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan JAWABAN dalam POKOK 
PERKARA ini, dan Tergugat I ; DR. H. SUTORO, Sp. THT. 
menolak seluruh dalil / argumentasi Penggugat ; TN. HERI 
MAKMURI sebagaimana termaksud  dalam Surat 
Gugatannya ttgl. 23 Mei 2013 tersebut, terkecuali yang 
diakui dan dibenarkan secara tegas. 
2 Bahwa dalil / argumentasi Penggugat ; TN. HERI MAKMURI 
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point. 1 s/ d 4 tidak seluruhnya benar , ada sebagian yang 
tidak benar , keliru dan “dimanipulasi”. Memang benar 
obyek SHM No. 58 / Ds. Kendal serut seluas ± 1. 797 M2 ( 
bukan seluas ± 1. 776 M2 ) dan obyek SHM No. 74 / Ds. 
Grobog kulon seluas ± 1. 149 M2 ( bukan seluas ±1. 165  
M2 ) keduanya tercatat a/n. Dr. Sutoro dan terletak di Kec. 
Pangkah ( sekarang Procot ), Kab. Tegal adalah milik Para 
Tergugat . Dan adalah tidak benar bila Tergugat 1 
menawarkan dan mau menjual tanahnya tersebut pada orang 
lain, melainkan sesuai informasi Sdr. Wartono ( perantara , 
bukan kaum beracara) yang menyatakan ; ada pembeli yang 
berminat atas tanah milik Tergugat 1 tersebut, yang juga 
akan membeli tanah disebelahnya Tergugat 1 yakni milik 
alm. Dr. Masroof. Dan karena istri alm. dr. Masroof tidak 
mau menjual tanahnya pada Tergugat 1 ( karena waktu yang 
sangat mepet dan sudah ditawar pihak lain), maka akhirnya 
karena “tanggung” luas tanahnya ( hanya sekitar ± 3 000  
M2 ) Tergugat 1 mau untuk menjual tanahnya ( tanpa 
berunding dengan istri dan anak ) dan hanya menuruti / 
mengikuti saja, dengan harga yang telah disepakati oleh 
keluarga alm. dr. Masroof dengan pembeli dan disaksikan 
Sdr. Wartono (bukan kaum beracara ) yakni sebesar Rp 400. 
000,- / M2. Dan Penggugat -- yang mengaku sebagai 
pembeli -- beserta Sdr. Wartono ( perantara / makelar) 
datang pada Tergugat 1 untuk meminta foto copy kedua 
sertifikat obyek sengketa. 
3 Bahwa pada sekitar tanggal. 13 Juni 2011 Penggugat dan 
Sdr. Wartono ( perantara / makelar) datang lagi kerumah 
Tergugat 1 untuk menindak lanjuti “kesepakatan” dengan 
keluarga alm. Dr. Masroof, juga akan membeli obyek 
sengketa ( SHM No. 58 dan SHM No. 74 ) milik Para 
Tergugat dan membuat “Ikatan” Jual Beli – secara lisan -- 
dengan membayar Uang Muka / Panjer sebesar Rp 50. 000. 
000,- ( lima puluh juta rupiah ) – sebagaimana diakui 
Penggugat    sendiri    sebagai    “tanda    jadi”,      dengan 
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ketentuan ; kekurangannya akan dibayar setelah dilakukan 
pengukuran dan setelah penanda tanganan Akta Jual Beli 
secara resmi di depan PPAT yang ditunjuk Penggugat ; Ny. 
Titi Yuliastuti, SH ( posita point. 4 ). 
Karena dengan Pengukuran tersebut akan diketahui secara pasti  luas  
tanahnya masing – masing obyek ( baik milik alm. Dr.  Masroof  maupun 
milik Tergugat ) dan pembayaran harga penjualan obyek  adalah sesuai 
dengan luas tanah yang sebenarnya dari hasil pengukuran, BUKAN luas 
tanah yang tercantum dalam sertifikat ( syarat yang diajukan Penggugat 
sendiri ). Dan ”tanda jadi” tersebut bukanlah dan belum berarti telah 
dilakukan jual beli atas obyek sengketa tersebut tapi setelah  
ditandatanganinya Akta Jual Beli didepan PPAT. Pengakuan mana bukti yang 
sempurna dan mengikat ( pasal 174 HIR ), tidak perlu dibuktikan lagi; 
4 Bahwa justru sesaat setelah dilakukan pembayaran “tanda 
jadi” - Ikatan Jual Beli secara lisan -- ini sebesar Rp 50. 
000. 000,-, ( lima puluh juta rupiah) terjadi hal yang “tidak 
biasa”, tidak terduga dan menimbulkan keraguan atas 
“kapasitas” Penggugat. 
Setelah Penggugat menanyakan berapa besarnya komisi yang akan diberikan 
Tergugat 1 pada Sdr. Wartono ( makelar / perantara 1 ), karena sesuai 
kebiasaan, komisi yang diberikan Tergugat 1 pada Perantara  /  Makelar 
adalah sebesar 2,5 % dari harga penjualan ( sekitar Rp 30 . 000. 000,-). Dan 
ternyata Penggugat ; Tn. Heri Makmuri menyatakan, meminta bagian / 
“spelling” sebesar Rp 10. 000,- / M2 , jadi seluruhnya sekitar Rp 30. 000. 
000,-, diluar komisi yang akan diberikan Tergugat 1 pada Sdr. Wartono 
( perantara 1 ) . Dan karena Tergugat 1 keberatan , Penggugat menurunkan 
sendiri “permintaannya” tersebut menjadi sebesar Rp 20. 000. 000,- . 
Permintaan tersebut dipertegas lagi oleh Sdr. Wartono ( perantara  )  
menjelang pulang pada Tergugat 1 disertai “AMANAT” ; ”Jangan  bilang 
pada siapa – siapa.” 
Hal mana menimbulkan tanda tanya dan keraguan, mana mungkin sebagai 
“Pembeli” Penggugat meminta “bagian komisi“ / spelling harga penjualan 
obyek sengketa seluruhnya dan BUKAN POTONGAN  HARGA 
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tersebut ; - meminta spelling harga / bagian / komisi -- hanya dilakukan oleh 
seorang perantara / makelar, BUKAN PEMBELI. Dan itupun juga sudah 
termasuk bagian komiisi yang sebesar 2, 5 % , bukan minta bagian tersendiri 
dan terpisah sebagaimana halnya Penggugat. 
Suatu hal yang sangat aneh, mengherankan serta kontroversi. Dan hal ini 
menjadi ganjalan bagi Tergugat 1, apalagi setelah rencana penjualan obyek 
sengketa tersebut disampaikan pada istri ; Tergugat 2 ; NY. HUSNALELY, 
Tergugat 2 juga sangat keberatan dan kurang setuju . 
5 Bahwa dalil dan argumentasi Penggugat sebagaimana 
tersebut dalam surat gugatannya point. 5 s/d point.  10 
adalah sama sekali tidak benar dan tidak proporsional,  
rancu dan bahkan saling bertolak belakang karenanya 
ditolak secara tegas. 
Bahwa mengenai  pengukuran tanah  -- baik obyek milik alm.  Dr. Masroof 
( bukan kaum beracara ) maupun obyek milik Para Tergugat -- adalah sesuai 
dengan permintaan dan persyaratan dari pihak Penggugat yang akhirnya 
disetujui oleh ahli waris alm. Dr. Masroof ( bukan para pihak) maupun 
Tergugat 1, termasuk juga Notaris / PPAT Ny. Titi Yuliastuti, SH yang 
ditunjuk oleh Penggugat untuk membuat Akta Jual Belinya nanti. Karena 
sesuai kehendak Pihak Penggugat bahwa pembayaran dan harga jual beli 
obyek - obyek tersebut ( baik milik alm. Dr. Masroof maupun   Para  Tergugat 
) yang akan dibayar oleh pihak Penggugat ; Tn. Heri Makmuri  nantinya 
adalah ditentukan / tergantung besarnya sesuai luas tanah hasil 
pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan ( BPN ) Kab. Tegal, bukan yang 
tercantum dalam sertifikat, jadi harganya BELUM FIXED, bukan sebagaimana 
didalilkan dan ”diharuskan” Penggugat.  Jadi  karena  hal tersebut   
permintaan   dan   kehendaknya   sendiri,   wajarlah   bila Penggugat 
sebagai  pihak  yang  berkepentingan  membayar  semua  biaya    pengukuran. 
Ternyata setelah dilakukan pengukuran, pada tanggal. 22 Juni  2011 
Penggugat datang dan meminta Tergugat 1 untuk membayar biaya 
pendaratan obyek sengketa, padahal pendaratan tersebut sudah lama 
dilakukan oleh Tergugat 1 bahkan Penggugat juga memegang foto copinya. 
Karena   permintaannya   tidak   benar   maka   Tergugat   1   keberatan   dan 
menolaknya.   Tapi  kemudian  Penggugat  menghubungi  Pihak  Ketiga  , dan 
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menyerahkan HP nya supaya Tergugat 1 berbicara langsung dengan Pihak 
Ketiga yang  tidak  dikenal  Tergugat 1  dan  mengaku  bernama  Tn. Muhadi 
( bukan kaum beracara ) yang juga meminta dan mendesak Tergugat 1 untuk 
membayar semua biaya pendaratan obyek sengketa, suatu hal yang dirasa 
Tergugat 1 suatu yang over lapping dan mengada – ada ( sudah didarat kan 
masa mau didaratkan lagi ? ), sangat memberatkan Tergugat 1. 
6 Bahwa dengan adanya beberapa hal yang cukup mendasar 
dan mengganjal sebagaimana tersebut diatas antara lain ; 
a Penggugat meminta “spelling” / bagian komisi tersendiri terlepas dari 
komisi untuk Makelar ; Sdr. Wartono ( bukan kaum beracara , sebesar 
2, 5 % ) sebesar Rp 10. 000,- / M2 sehingga jumlah seluruhnya 
sekitar Rp 30. 000. 000,- , meskipun kemudian Penggugat 
menurunkannya menjadi Rp 20. 000. 000,- , tetap merupakan jumlah 
yang cukup besar dan “mengaburkan” kedudukan Penggugat apakah 
benar sebagai pembeli atau juga sebagai makelar / perantara ( khusus? 
) dan untuk kepentingan orang lain ( ada itikad tidak baik ) ; 
b Adanya permintaan dan desakan baik dari Penggugat maupun Pihak 
Ketiga ( Tn. Muhadi, bukan kaum beracara ) agar Tergugat 1 
membayar semua biaya pendaratan 
obyek jual beli ( SHM No. 58 dan SHM No. 74 tercatat a/n. Dr. 
Sutoro), padahal obyek sengketa sudah lama didaratkan, suatu hal 
yang tidak perlu dan kontra produktif  serta  sangat  memberat 
kan / mengganggu Tergugat 1 ; 
c Adanya ketidak setujuan dan keberatan dari istri ( Tergugat 2  )  
karena ternyata ada ketidak beresan dan hal yang tersembunyi dalam 
rencana jual beli tersebut. 
 
Yang mendorong Tergugat 1 untuk membatalkan “Ikatan” jual beli secara 
lisan tersebut dan menyampaikannya langsung --melalui telphon – atas 
pembatalan tersebut kepada Penggugat ( termasuk pada perantaranya  ; 
Sdr. Wartono ) pada tgl. 24 Juni 2011, dan diulangi lagi  ttgl. 28 Juni  
2011, ttgl. 30 Juni 2011 untuk lebih menandaskan, sudah final. 
Kemudian pada tgl. 13 Juli 2011 Penggugat dan Sdr. Wartono ( perantara, 
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putusannya serta meminta agar uang muka ( panjer) sebesar Rp 50. 000. 
000,- diambil kembali oleh Penggugat, sepenuhnya. 
Akhirnya pada tgl. 29 Juli 2011 Tergugat 1 mengirimkan  Surat 
pembatalan Ikatan Jual beli ( secara lisan) pada Penggugat secara resmi / 
tertulis untuk “menguatkan” pembatalan Ikatan jual beli tersebut yang 
dilakukan secara lisan sebelumnya, dan Putusan pembatalan tersebut  
sudah bersifat “FINAL” tidak dapat ditawar lagi, meskipun kemudian 
Penggugat menyatakan tidak jadi meminta “bagian” / komisi ataupun 
“spelling” sebesar Rp 20. 000. 000,-. Atas surat Pembatalan Ikatan Jual 
Beli ( secara lisan) tersebut, beberapa hari kemudian tanggal 2 Agustus 
2011 Penggugat mendatangi Tergugat 1 dan merasa tersinggung, tidak 
terima dikatakan “makelar” meskipun meminta bagian tersendiri . 
Disini juga Penggugat menyatakan “ketakutannya” akan dimarahi pada 
Pihak Ketiga ; Tn. Muhadi ( bukan kaum beracara) yang  bila  marah 
sangat menakutkan dan suka memukul Penggugat, untuk mana Penggugat 
meminta kesediaan Tergugat 1 untuk menemuni beliau, akan tetapi 
ternyata pada waktu yang telah ditentukan dari pihak Penggugat sendiri      
( termasuk Tn. Muhadi ) tidak bisa , dengan alasan yang tidak jelas. 
Dan sesuai pernyataan / statement pihak Penggugat sendiri terungkap 
bahwa “Pembeli” yang sebenarnya obyek milik alm. Dr. Masroof  dan  
Para Tergugat adalah TN.MUHADI (bukan kaum beracara)  yang 
“katanya” akan membangun sebuah hotel diatas tanah tersebut, BUKAN 
Penggugat ; TN. HERI MAKMURI. Jelas disini sejak awal adanya unsur 
“kebohongan” dan ketidak jujuran ( adanya Itikad Tidak Baik ). 
 
Bahwa pembatalan Ikatan jual beli (lisan) sudah diberitahukan Tergugat 1 
pada Penggugat SEJAK tgl. 24 Juni 2011 disertai pengembalian  uang 
muka / panjar ( yang ditolak Penggugat) , jauh sebelum penyelesaian 
pembayaran dengan keluarga alm. Dr. Masroof ( pertengahan Juli 2011 ), 
menunjukan adanya Itikad Baik dari para  Tergugat  .  Sehingga 
kekurangan obyek – karena luas tanah tidak memenuhi syarat – bukan  
dan tidak bisa ditimpakan kesalahannya pada Para Tergugat sehingga 
memaki – maki Tergugat 1 dan mengancam melakukan demo besar – 
besaran di rumah Tergugat , melainkan kesalahan Penggugat sendiri. Dan 
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pembatalan “Ikatan” jual beli ( BELUM & BUKAN jual beli seperti dalil 
Penggugat) karena hanya BARU diberi “Panjer” / uang muka – ikatan 
“tanda jadi”--, belum adanya pelunasan, unsur “kontan”, “Levering” serta 
penanda tanganan akta jual beli di depan PPAT adalah suatu hal yang 
wajar dan biasa, apalagi dengan alasan yang cukup mendasar dan kuat dari 
pihak Para Tergugat, bukan suatu tindakan yang melawan hukum. 
Suatu perjanjian Jual beli – berikut penanda tanganan di depan PPAT -- 
tidak dapat dipaksakan apalagi dengan disertai ancaman (akan 
dipidanakan) (ketentuan pasal 1321 KUH Perdata), menunjukan arogansi 
dan pemaksaan kehendak dari pihak Penggugat, karenanya harus ditolak. 
1 Bahwa argumentasi Penggugat sebagaimana termaksud 
dalam surat gugatan nya point. 11 s/d point. 14 adalah 
sama sekali tidak benar, sangat keliru dan telah memutar 
balikkan fakta yang sebenarnya, secara tegas ditolak. 
Bahwa sesuai fakta – fakta yang diuraikan diatas, dan dikuatkan adanya 
“Pengakuan” Penggugat yakni ; 
 
• Belum terjadi / terlaksana jual beli, karenanya Tergugat  1  dengan 
persetujuan Tergugat 2 “wajib” melaksanakan  dan  menandatangani  akta 
jual beli di depan PPAT, serta ; 
 
• Penggugat “wajib” untuk menyelesaikan pembayaran 
“kekurangan-- nya” sebesar Rp 1. 150. 000. 000,- di depan 
Notaris / PPAT Ny. Titi Yuliastuti, SH. ( posita point. 10, 
Pengakuan mana bukti yang sempurna dan mengikat, tidak 
perlu dibuktikan lagi , pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH 
Perdata ) . 
Dengan kata lain, antara Penggugat dan Para Tergugat belum terjadi jual 
beli atas obyek sengketa milik Para Tergugat melainkan baru terjadi 
“Ikatan” jual beli (secara lisan bukan tertulis apalagi akta Notaris ) disertai 
panjer / “tanda jadi” ( BELUM BERARTI JADI ) HANYA sebesar Rp 
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“bagian”/ komisi Penggugat ), sama sekali BELUM TERJADI JUAL 
BELI, dan karena ada beberapa faktor antara lain ; 
• adanya Itikad Tidak Baik dari Penggugat ( minta “spelling” 
harga/ bagian ”komisi” khusus dan memaksa membayar biaya 
pendaratan yang tidak perlu karena sudah didaratkan sejak 
lama ), 
• “status”  Penggugat  yang   tidak  jelas   dan  membingungkan 
( adanya unsur “kebohongan” ), dan ; 
• obyek sengketa tidak dijual; 
sehingga adalah wajar Tergugat 1 membatalkan Ikatan jual beli tersebut 
sedangkan uang muka akan dikembalikan sepenuhnya, tidak dihilangkan 
atau dikurangi sedikitpun. 
Dan dalam perjanjian TIDAK DIPERKENANKAN adanya unsur 
pemaksaan kehendak yakni “mewajibkan” Para Tergugat untuk tetap 
menjual  obyek  sengketa  tersebut  pada  Penggugat    atau  Pihak  Ketiga  
( pasal 1321 KUH Perdata), hanya berdasarkan keinginan dan kehendak 
Penggugat, secara sepihak ( terkecuali ternyata tanah tersebut dijual pada 
pihak lain sedangkan Tergugat 1 masih “terikat” dengan Penggugat ), 
karenanya “kewajiban” Para Tergugat untuk melakukan jual beli dan 
menerima uang pembayaran harga obyek sengketa dari Penggugat – tanpa 
kata sepakat – yang diharuskan Penggugat tersebut sama sekali tidak 
beralasan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya 
harus ditolak seluruhnya. 
Sehingga jelas dan nyata, sama sekali belum ada dan tidak ada kerugian 
sedikitpun – baik moril ataupun materiil – yang ditanggung dan diderita 
oleh Penggugat ( hanya ambisi yang tidak terpenuhi ), justru Tergugat 1 
yang telah menderita kerugian baik moril maupun materiil yang tidak 
sedikit , dimana secara semena – mena dan arogan pihak Penggugat telah 
mencaci maki dan mengancam Tergugat 1 dengan berbagai cara yang 
kurang simpati ( akan mengerahkan massa dan melaporkan pada pihak 
berwajib, dll ), secara langsung telah  merugikan  serta  mencemarkan 
nama baik Tergugat 1. 
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Karenanya    tuntutan  ganti   rugi   oleh  Penggugat   yang  sangat   besar   
( beberapa kali lipat harga obyek sengketa ) terhadap Tergugat 1 dan 
Tergugat 2 adalah sama sekali tanpa dasar hukum, terlalu mengada – ada, 
harus ditolak. Justru Tergugat yang akan menuntut ganti rugi tersebut. 
Demikian juga permohonan Sita Jaminan baik terhadap obyek sengketa 
maupun rumah yang ditempati oleh Tergugat 1 ( tanpa rincian dan data 
yang lengkap dan jelas mengenai obyek, kabur ) adalah sama sekali tidak 
mempunyai dasar dan alasan yang kuat , melainkan rancu dan kabur serta 
tidak  ada  relevansinya,  karenanya    harus  ditolak  dan  dikesampingkan ; 
 
Sedangkan mengenai tuntutan “denda” yang dikenakan berkaitan dengan 
keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara yang telah 
mempunyai  kekuatan   hukum   tetap,  sebagaimana   tuntutan   Penggugat 
( posita point. 12 ) adalah cukup rancu dan membingungkan, TIDAK 
LAZIM dan janggal, karena biasanya dan sewajarnya yang dikenakan 
“HUKUMAN” denda adalah karena adanya keterlambatan dalam 
membayar   / melunasi  hutang   uang   ( pokok). Sedangkan dalam hal ini 
yang jadi persoalan adalah mengenai kekhawatiran atas keterlambatan 
dalam pelaksanaan putusan, sehingga adalah tidak tepat dan keliru bila 
harus dikenakan “denda “, sama sekali tidak ada dasar hukumnya, harus 
ditolak. Demikian juga berkaitan dengan “tuntutan” Putusan serta merta 
yang sangat tidak beralasan, terlalu prematur , harus ditolak dan 
dikesampingkan. 
 
8 Bahwa selain dari pada itu,  berkaitan dengan tuntutan Penggugat  ;  
TN. HERI MAKMURI sebagaimana termaksud dalam petitum 
gugatannya jelas sangat rancu , membingungkan bahkan saling 
bertentangan dan bertolak belakang ( selain dengan posita  juga 
dengan “sesama petitum” ) antara yang satu dengan lainnya, 
BUKAN dan TIDAK saling menguatkan dan melengkapi 
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• Petitum 2 yang bertolak belakang dan tidak  selaras  dengan 
petitum 3, serta petitum 6 , dimana  disatu sisi  Penggugat ; Tn. 
Heri Makmuri menyatakan bahwa jual beli (?) antara Penggugat 
dan Tergugat 1 atas obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan 
hukum, ( dalam arti sudah terjadi jual beli ) tanpa menjelaskan 
berdasarkan apa ( misal ; akta jual beli No. .... atau dasar hukum 
lainnya ), 
• disisi lain Penggugat juga menuntut dan menyatakan bahwa 
uang muka / Panjar jual beli obyek sengketa sebesar Rp 50. 
000. 000,- ( lima puluh juta ) juga sah dan dikuatkan ( dalam 
arti belum terjadi jual beli karena baru uang muka yang 
jumlahnya tidak besar ), 
• sedangkan dipihak lain Penggugat hendak “mewajibkan” dan 
menyuruh Para Tergugat untuk menanda tangani Akta Jual  
Beli yang akan dibuat oleh PPAT Ny. Titi Yuliastuti,  SH tanpa 
syarat apapun. ( dalam arti belum ada peristiwa hukum jual 
beli sehingga Para Tergugat wajib untuk menjual ). 
Padahal sesuai dalil sebelumnya Penggugat telah menyatakan jual  
beli tersebut sudah sah, bagaimana mungkin belum dibuat dan  
ditanda tangani pihak penjual dan pembeli apalagi belum ada 
pelunasan harga jual beli ? 
Dengan kata lain, Jual Beli yang mana yang dinyatakan sah, padahal 
belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli obyek yang 
bersangkutan didepan PPAT dan belum terjadi pembayaran sesuai 
harga jual beli obyek yang masih “digantung” sesuai  hasil 
pengukuran oleh BPN Kab. Tegal ( belum fixed  ), dan  HANYA  
baru diberikan “uang muka”/ panjer sebesar Rp 50. 000. 000 ,- - 
sebagai tanda jadi -- ( yang hanya cukup untuk perantara 1 dan 
“Perantara” 2. ). 
 
• Adalah suatu hal yang langka dan tidak lazim, justru 
Penggugat “menuntut” dan menghukum dirinya sendiri 
untuk membayar “kekurangan” harga pembelian tanah obyek 
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sengketa sebesar Rp 1. 150. 000. 000,- ( sudah ditentukan 
secara pasti ) sedangkan harga jual beli obyek sesuai 
“statement” Penggugat sendiri adalah TERGANTUNG pada 
hasil pengukuran baik milik alm. Dr. Masroof maupun milik 
Para Tergugat. 
Dan BUKAN Tergugat yang “dituntut” serta dihukum untuk 
membayar harga jual beli obyek sengketa ataupun kekurangannya 
yang belum dibayar sebagaimana biasanya , hal mana menunjukan 
adanya “ketidak beresan”. 
Dengan saling bertentangan dan tidak sinkronnya antara dalil maupun 
tuntutan satu dengan lainnya membuat gugatan tersebut KABUR , abscuurd 
libel selain tanpa dasar hukum yang kuat, karenanya Gugatan tersebut harus 
DITOLAK, setidak – tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 
Maka berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, mohon kehadapan  
Yth. Sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 22 / Pdt. G/ 2013 / PN. 
Tgl untuk memberi keputusan ; 
 
DALAM EKSEPSI ; 
• Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ; 
 
DALAM POKOK PERKARA ; 
 
1 Menolak  gugatan  Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya 
menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima . 
2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini  
sampai selesai . 
 
Jawaban Tergugat II 
 
1 Bahwa pada dasarnya Tergugat II menolak secara tegas dalil dan 
keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat  gugatannya, 
kecuali yang diakui kebenarannya; 
2 Bahwa Tergugat II tidak tahu dengan dalil dan keterangan Penggugat 
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3 Bahwa benar butir 3 surat gugatan Penggugat; 
4 Bahwa Tergugat II tidak tahu dengan butir butir 4 surat gugatan 
Penggugat khususnya mengenai kesepakatan antara Tergugat I dan 
Penggugat mengenai harga jadi tanah milik Tergugat I dan II tersebut, yang 
Tergugat II ketahui adalah pada awal mulanya diberitahu secara lisan oleh 
Tergugat I yang bermaksud akan menjual tanahnya tersebut kepada 
Penggugat dan selaku istri Tergugat H setuju saja  dengan  niat  tersebut, 
akan tetapi niat untuk menjual tersebut dibatalkan oleh Tergugat I dengan 
pertimbangan karena kedudukan Penggugat yang tidak jelas apakah sebagai 
pembeli atau sebagai perantara. Hal mana Tergugat II ketahui dari 
keterangan Tergugat I ketika pulang ke Jakarta setiap seminggu sekali. 
Tepatnya pada sekitar bulan Juni 2011 ( hari dan tanggal lupa) Tergugat I 
sebagai suami Tergugat II telah menceritakan bahwa yang  bersangkutan 
telah menerima uang muka penjualan tanah milik Tergugat I dan II, SHM 
Nomor 58 dan 74 terletak di Kecamatan Pangkah ( sekarang Procot ) 
Kabupaten Tegal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah )  dari Penggugat 
sedangkan kekurangannya akan dibayarkan setelah adanya pengukuran dari 
Badan Pertanahan Kabupaten Tegal. Akan tetapi ternyata setelah menerima 
uang muka tersebut Tergugat I menjadi ragu-ragu dengan itikad baik dan 
status Penggugat, mengingat setelah membayar uang mukanya tersebut 
Penggugat telah meminta komisi kepada Tergugat I, hal mana sangat 
tidak lazim dan tidak akan pernah terjadi pada setiap transaksi jual 
beli, mengingat komisi akan diberikan kepada perantara dalam jual 
beli dimaksud, bukan oleh pembeli. Seandainyapun benar -quod non- 
Penggugat berkedudukan selaku Pembeli seharusnya yang diminta 
adalah diskon ataupun potongan harga, sekali lagi bukan komisi 
sebagaimana diminta oleh Penggugat; 
5 Bahwa atas dasar alasan itulah Tergugat II memaklumi mengapa 
Tergugat I sampai akhirnya membatalkan niat jual beli atas tanah milik 
Tergugat I dan II yang ada di Kecamatan Procot, Kabupaten Tegal yang 
bersebelahan dengan tanah milik aim. dr. MASROEF ( bukan kaum  
beracara tersebut); 
6 Bahwa Tergugat II tidak tahu butir 5 surat gugatan Penggugat; 
7 Bahwa tidak benar butir 6 surat gugatan Penggugat dimana  pada  
dasarnya Penggugat menyatakan Tergugat II tidak menyetujui jual  beli  
tanah miliknya tersebut, Tergugat II pada prinsipnya tidak pernah menolak 
adanya jual beli tersebut. Akan tetapi selama ini karena sehari-hari ada di 
Jakarta, maka selama adanya transaksi tersebut yang menghadapi adalah 
Tergugat I. Sebagai istri, Tergugat II akan mendorong niat baik yang 
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dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi ketika Tergugat I berubah pikiran 
karena adanya itikad tidak baik Penggugat yang secara terang-terangan 
meminta komisi dan sekaligus juga meragukan status Penggugat, apakah 
sebagai pembeli atau perantara dalam transaksi obyek sengketa, 
menyebabkan keraguan pula pada diri Tergugat It. Selanjutnya Tergugat II 
juga menyampaikan keberatan tersebut kepada Tergugat I apabila  
bermaksud meneruskan jual beli atas tanah miliknya, karena telah 
mempertimbangkan suatu saat akan menjadi persoalan baik baik Tergugat     
I maupun Tergugat II sendiri; 
8 Bahwa mengenai butir selanjutnya yaitu butir 7 sd. 11 Tergugat II tidak 
tahu sama sekali, kecuali untuk butir 7 yang menyatakan bahwa Tergugat I 
dan II telah pisang ranjang adalah tidak benar. Tergugat II memang tinggal  
di Jakarta, sedangkan Tergugat I karena profesinya sebagai dokter harus 
membuka praktek di Tegal, akan tetapi secara rutin seminggu sekali 
Tergugat I pulang dan berkumpul dengan Tergugat II di rumahnya yang    
ada di Jakarta; 
9 Bahwa demikian pula dengan butir 12, 13 dan 14 adalah sangat tidak 
beralasan menurut hukum karenanya patut untuk ditolak. 
Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim 
yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan 
sebagai berikut: 
• Menolak seluruh gugatan Penggugat; 
• Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara ini sampai 
selesai. 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Repliknya 
tertanggal 30 Oktober 2013, dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan telah 
menyerahkan Duplik tertanggal 13 Nopember 2013 dan Tergugat II telah pula 
menyerahkan Duplik tertanggal 12 Nopember 2013, yang kesemuanya terlampir dalam 
Berita Acara Persidangan; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan bukti surat sebagai berikut : 
1 Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari 
Tuan Heri Makmuri kepada dr. Sutoro tertanggal 13 Juni 2011, diberi tanda P.1; 
2 Kwitansi tanda bukti pembayaran biaya pengukuran atas nama Heri Makmuri 
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3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74/Desa Grobokulon luas 1165 m2 atas nama 
Dokter Sutoro, diberi tanda P.3.1; 
4 SHM No. 58/Kendalserut luas 1776 m2 atas nama Dr. Sutoro, diberi tanda P.3.2; 
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan 
dengan aslinya kecuali bukti P.3.1 dan P.3.2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di 
persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga berdasarkan 
Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata, 
alat 
bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis; 
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 
saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah 
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 
1 Saksi Wartono 
• Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah dr. 
Sutoro (Tergugat I) menjual tanah kepada Penggugat yang terletak di 
Desa Kendal Serut dan Di Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kabupaten 
Tegal luasnya 3.000 meter dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu 
rupiah) per meter; 
• Bahwa kejadian penjualannya pada bulan Juni 2013; 
• Bahwa Penggugat mengetahui kalau tanah Tergugat I tersebut dijual 
awalnya dari saksi sebagai makelar/perantara jual beli tanah antara 
Penggugat dan Tergugat I; 
• Bahwa setelah mengetahui tanah Tergugat akan dijual, maka saksi 
memberitahukan Penggugat selanjutnya saksi dan Penggugat 
mendatangi Tergugat di rumahnya untuk membeli tanahnya dan pada 
saat itu Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan jual beli dengan 
harga per meternya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total 
harga tanahnya adalah Rp. 1.200.000.000 (satu miliar duaratus ribu 
rupiah); 
• Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Penggugat telah menyerahkan uang 
kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di 
rumah Tergugat I; 
• Bahwa sewaktu Penggugat menanyakan keberadaan istri Tergugat I, 
Tergugat I mengatakan tidak ada urusannya dengan istrinya; 
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• Bahwa kemudian Tergugat I membatalkan jual beli tersebut dengan 
alasan tidak mengijinkan tanah itu dijual kepada Penggugat, akan tetapi 
Penggugat tetap meminta jual beli secara lisan tanggal 13 Juni 2013 
tersebut tetap dilanjutkan; 
• Bahwa awalnya Tergugat I mau menjual tanahnya seharga Rp. 500.000 
per meter tetapi ditawar oleh Penggugat Rp. 300.000, kemudian setelah 
saksi bersama Penggugat menawar akhirnya disetujui Rp. 400.000 per 
meter; 
• Bahwa sebagai makelar jual beli tanah tersebut saksi akan dapat komisi 
2,5 % dari total harga Rp. 1.200.000.000; 
• Bahwa sebelum terjadi kesepakatan harga akan dikurangi per meter Rp. 
10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter tapi oleh Tergugat I akan 
memberikan komisi Rp. 15.000.000 (lima belas juta ruoiah); 
2. Saksi Hadi Purnomo : 
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Kantor Notaris Titi Yuliastuti; 
• Bahwa saksi pernah mendampingi pegawai Badan  Pertanahan 
melakukan pengukuran terhadap tanah milik Tergugat I yang akan di jual 
kepada Penggugat yang terletak di Procot; 
• Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran adalah Tergugat I, Penggugat 
dan karyawan BPN; 
• Bahwa yang diukur waktu itu ada 1 bidang tanah dan 1 sertifikat; 
• Bahwa Tergugat I pada waktu pengukuran menunjukkan batas-batas 
dari kejauhan; 
• Bahwa sesuai hasil pengukuran tanah berkurang 3 meter dan 
disampingnya lebih 9 meter; 
• Bahwa kelanjutan dari pengukuran tersebut tidak ada jual beli karena 
Tergugat I membatalkan jual beli tersebut karena istrianya Tergugat II 
tidak setuju tanah tersebut dijual kepada Penggugat; 
3. Saksi Titi Yuliastuti,SH 
• Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang 
terletak di Desa Procot dan Desa Kendal Serut Kab. Tegal milik dr. Sutoro 
(Tergugat I) namun mengenai luasnya saksi tidak ingat; 
• Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat I bermaksud melakukan jual 
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meminta agar dilakukan pengukuran ulang, selanjutnya saksi meminta 
kepada kantor BPN untuk melakukan pengukuran, selanjutnya pada  
akhir Juni 2011 tanah tersebut diukur ulang, namun saksi tidak ikut hadir 
saksi hanya mengutus salah seorang karyawan untuk menghadiri; 
• Bahwa biaya pengukuran tersebut adalah 3.500.000 (tiga juta lima ratus 
ribu rupiah) yang dibayar oleh Penggugat); 
• Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut kelebihan 9 meter 
sedangkan tanah dr. Masroef berkurang sehingga tanah kelebihan dr. 
Sutoro diberikan kepada ibu Masroef; 
• Bahwa jual beli tanah tersebut belum jadi dan belum dibuat akta jual  
beli, baru diukur ulang; 
Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya 
mengajukan bukti surat berupa foto kopi : 
1 Surat pembatalan jual beli dari dr. Sutoro kepada H. Makmuri tanggal 29 Juli 
2011 diberi tanda TI.1; 
2 Gambar denah SHM No. 74 tahun 1984 dan SHM No. 58 Tahun 1984 atas 
nama dr. Sutoro diberi tanda TI.2; 
3 Surat dari dr.H Sutoro kepada Bpk AKBP Haryadi. SIK.,M.Si tanggal 17 Oktober 
2013 perihal permohonan pengamanan diberi tanda TI.3; 
4 Surat  Keterangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal No. 
222/300-33.28/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 diberi tanda TI.4; 
5 Setoran uang panjar biaya pelaksanaan consinyasi kepada Panitera Pengadilan 
Negeri Tegal pada Bank BNI tanggal 24 Juni 2013 atas nama penyetor dr.  Sutoro 
No. Rekening 0032606333 sebesar Rp. 1.200.000  (satu juta  duaratus ribu 
rupiah) diberi tanda TI.5a; 
6 Setoran uang penawaran consinyasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal 
pada Bank BNI tanggal 24 Juni 2013 atas nama penyetor dr. Sutoro No. 
Rekening 0032606333 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberi 
tanda TI.5b; 
7 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 01/Pdt/Consig/2013/PN. TGL Jo. 
Nomor 22/Pdt.G/2013. PN. TGL tanggal 26 Juni 2013 diberi tanda TI.6; 
8 Surat Panggilan Kepolisian Resor Kota Tegal tanggal 1 Oktober 2013 diberi 
tanda TI.7; 
9 Koran Radar edisi tanggal 04 September 2013 diberi tanda TI.8; 
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10 Koran Radar edisi tanggal 24 Oktober 2013 diberi tanda TI.9; 
11 Yurisprudensi No. 86 K/Sip/1972 diberi tanda TI.10; 
12 Yurisprudensi No. 952 K/Sip/1974 diberi tanda TI.11; 
13 Yurisprudensi No. 380/Sip/1975 diberi tanda TI.12; 
14 Undangan Confrence Ilmiah (4 orl head & neck oncology confrence) diberi 
tanda TI.13; 
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya 
kecuali bukti TI.2, TI.10 sampai dengan TI.13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di 
persidangan yang kesemuanya bermeterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis; 
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I juga menghadirkan 
saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah 
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; 
1 Saksi Tanto Purwanto; 
• Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat I sebagai Tukang tetapi 
sekarang tidak lagi; 
• Bahwa saksi pernah dipanggil Tergugat I ke rumahnya, kemudian 
Penggugat datang memperkenalkan diri kepada saksi dan dalam 
pertemuan tersebut dibicarakan jual beli tanah milik Tergugat I yang 
dijual kepada Penggugat; 
• Bahwa saksi tiga kali hadir dalam pertemuan Penggugat dan Tergugat, 
pertama pada bulan puasa 2011, kedua setelah lebaran dan ketiga satu 
hari setelah pertemuan kedua; 
• Bahwa pada pertemuan itu rombongan Penggugat datang yaitu Agus, 
Penggugat, Wartono dan satu orang lagi laki yang saksi tidak kenal, 
sedangkan di pihak Tergugat I ada saksi, Tergugat I, Natori dan Rasmun 
edangkan Tergugat II tidak ada; 
• Bahwa pada waktu itu rombongan tamu duduk sedangkan saksi berdiri 
dan dalam pertemuan itu dibicarakan jual beli tanah Tergugat I di 
Procot; 
• Bahwa pada pertemuan kedua rombongan Penggugat datang Agus, 
Penggugat, Wartono dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal, Tergugat 
I, Natori dan Rasmun; 
• Bahwa dalam pertemuan kedua hasil pertemuannya adalah pembatalan 
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bukan pembeli melainkan Penggugat makelar karena Penggugat minta 
komisi Rp. 10.000 per meter kepada Tergugat I sebagai penjual; 
• Bahwa pada waktu itu Pak Agus tanya kepada Wartono apakah betul 
Penggugat minta komisi kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000 per meter 
dan dijawab Wartono benar; 
• Bahwa setelah itu Pak Agus tetap minta jual beli dilanjutkan sedangkan 
Tergugat I minta pembatalan jual beli dan Tergugat mengatakan akan 
mengembalikan uang muka dengan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) selanjutnya Pak Muhadi selaku perwakilan Dedy 
Jaya marah dan mengatakan orang paling kaya; 
• Bahwa pada waktu itu Pak Muhadi mengatakan tanah Tergugat I mahal, 
sehingga menyuruh orang lain yaitu Penggugat agar tidak mahal; 
2. Saksi Sugirman : 
• Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat tidak tahu, saksi hanya 
mendengar tanah milik Tergugat I mau dibeli Muhadi (Dedi Jaya); 
• Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat di rumah Tergugat I di Jl. 
Mayjend Sutoyo Tegal dan dan disitu ada rombongan dari Muhadi (Dedi 
Jaya) dan rombongan Tergugat I saksi sendiri berada di luar rumah; 
• Bahwa menurut Sujadi tanah milik dr. Sutoro tidak jadi dijual ke 
Penggugat; 
• Bahwa saksi pernah dengar Muhadi mau beli tanah Tergugat I tapi 
semuanya yang urusi Penggugat 
• Bahwa saksi ada ikut ke rumah Tergugat I waktu itu karena Sujadi 
mantan kondektur bus saksi menjadi makelar jual beli tanah dr. Masroef 
yang dibeli oleh Muhadi (dedi Jaya) tapi uang jasanya belum dibayar, 
setelah ditanyakan ke ibu Masroef uangnya sudah dititip ke Muhadi 
sehingga Sujadi minta tolong ke saksi dan sebelumnya saksi sudah  
janjian dengan Penggugat; 
 
3. Saksi Natori : 
• Bahwa awalnya saksi dipanggil Tergugat I untuk menyaksikan jual beli 
tanah milik Tergugat I yang dijual kepada Penggugat dan dalam 
 
 
Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Tgl 
m 
Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  pelaksanaan fungsi peradilan. 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Halaman 28 Telp : 021-384 3348 (ext.318) 
 
 
a Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 
pertemuan di rumah Tergugat pada intinya Tergugat I tidak jadi menjual 
tanahnya kepada Penggugat; 
• Bahwa selain saksi yang ikut dalam pembicaraan di rumah Tergugat I 
pada waktu itu adalah Rasmun dan 2 orang perawat, dan pada waktu itu 
saksi duduk berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat I; 
• Bahwa pertemuan Penggugat dan Tergugat I di rumah Tergugat I 
dilakukan sebanyak 3 kali, pertama sebelum bulan puasa, setelah 
lebaran dan pertemuan ke 3 satu hari setelah lebaran; 
• Bahwa yang hadir dari pihak Penggugat adalah Agus (wakil dari Dedy 
Jaya) Penggugat, Wartono dan orang lain yang saksi tidak kenal; 
• Bahwa dalam pertemuan ke 2 Pak Agus mengatakan agar jual beli 
dihormati, sedangkan Tergugat I membatalkan jual beli tanah tersebut 
karena Penggugat nakal bukan sebagai pembeli melainkan sebagai 
makelar karena meminta komisi makelar Rp. 10.000/ meter kepada 
Tergugat I; 
•  Bahwa dalam pertemuan itu Pak Muhadi mengatakan tanah yang 
akan dibeli itu mau dibangun hotel dan sudah dapat ijin dan  
mengatakan bahwa Muhadi adalah orang yang paling kaya dan jual beli 
harus dihormati, karena kalau yang beli tanah Muhadi harganya mahal  
sehingga Muhadi menyuruh Penggugat sebagai pembelinya; 
• Bahwa dalam pertemuan selama 3 kali Tergugat II tidak ada; 
• Bahwa tanah milik Tergugat I yang dijual letaknya di Procot; 
4. Saksi Rasmun 
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu di rumah Tergugat I; 
• Bahwa dalam pertemuan Penggugat dan Tergugat I di rumah Tergugat I 
saksi 2 kali hadir yaitu pertemuan pertama dan kedua, waktu itu saksi 
hadir karena dipanggil oleh Tergugat I; 
• Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah masalah jual beli 
tanah namun luas dan letak tanah saksi tidak tahu; 
• Bahwa dalam pertemuan itu Tergugat I membatalkan jual beli tanah 
tersebut karena Penggugat mengaku pembeli ternyata makelar karena 
meminta komisi Rp. 10.000 per meter, sedangkan Pak Agus meminta  
jual beli dilanjutkan; 
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• Bahwa dalam pertemuan itu Pak Agus bertanya kepada saksi Wartono 
apa betul Penggugat meminta komisi kepada Tergugat I sebesar Rp. 
10.000 per meter, lalu dijawab Wartono benar; 
Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti di persidangan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya kedua bela pihak telah menyerahkan 
kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2014 
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita  acara 
persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang 
diajukan lagi dan mohon putusan; 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok perkara Tergugat I terlebih 
dahulu mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai gugatan Error in persona dan gugatan 
kabur (abscuur libel) dan gugatan premature; 
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona/ diskualifikasi in 
persona,Tergugat pada intinya mengemukakan bahwa Penggugat Tuan Heri Makmuri 
tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena 
dalam jual beli tersebut Penggugat tidak bertindak sebagai pembeli melainkan hanya 
sebagai perantara (makelar), oleh karena dalam jual beli tersebut Penggugat meminta 
komisi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter kepada Tergugat I; 
Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, maka siapa saja yang 
merasa mempunyai perselisihan hukum dapat mengajukan gugatan dan penggugat 
merasa punya perselisihan hukum dengan tergugat-tergugat, sehingga disini penggugat 
memiliki kewenangan / kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga  dengan 
demikian alasan eksepsi tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak; 
Menimbang bahwa  selanjutnya mengenai eksepsi  ke II gugatan kabur, Tergugat 
I pada intinya mengemukakan sebagai berikut : 
1 Bahwa peran dan kedudukan Tergugat II sama sekali tidak tampak dan jelas, 
tidak ada kapasitasnya untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; 
2 Bahwa antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertolak belakang, 
mencampuradukkan status hukum antara ikatan jual beli dengan perjanjian jual 
beli, antara denda dan uang paksa; 
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3 Bahwa antara posita dan petitum gugatan saling bertolak belakang; 
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim 
memberikan pertimbangan sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang ditarik sebagai para pihak adalah 
kewenangan Pihak yang bersengketa / berselisih sehingga disini kewenangan 
penggugatlah untuk menarik Tergugat II sebagai Pihak oleh karenanya eksepsi  
mengenai hal ini tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai posita dan petitum gugatan saling 
bertolak belakang pada eksepsi ke dua tersebut, tergugat I tidak menyebutkan secara 
spesifik posita-posita mana saja dan petitum-petitum mana saja yang bertolak belakang 
di dalam dalil gugatan penggugat maka ekspesi Tergugat I ini tidak beralasan menurut 
hukum dan harus ditolak ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ke tiga dari Tergugat I  
tentang gugatan premature, bahwa alasan dalam eksepsi ini telah memasuki pokok 
perkara sehingga Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini haruslah di tolak; 
Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari tergugat I telah tidak 
beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya ; 
Dalam Pokok Perkara 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut di atas; 
Menimbang,   bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat dibantah oleh para 
Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula 
para tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak 
disangkal, maka telah menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut : 
1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah 
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58 seluas 1.776 m2 terletak di Desa Kendal Serut, 
Kec. Pangkah, Kab. Tegal atas nama dr. Sutoro  (Tergugat  I)  dan sebidang tanah 
SHM No. 74 seluas 1.165 m2 terletak di desa Grobog Kulon, Kec. Pangkah, Kab. 
Tegal atas nama dr. Sutoro; 
2 Bahwa tanah objek sengketa disepakati dijual kepada Penggugat dengan harga 
sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per meter; 
3 Bahwa Tergugat I telah menerima uang panjar harga tanah dari Penggugat 
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4 Bahwa Tergugat I telah membatalkan penjualan tanah sengketa kepada 
Penggugat; 
Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah menjadi fakta menurut hukum 
tidak perlu dibuktikan lagi; 
Menimbang, bahwa dengan demikian yang masih harus dibuktikan lebih lanjut 
adalah mengenai keabsahan jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 
I; 
Menimbang,  bahwa Penggugat pada posita poin 4 pada pokoknya mendalilkan 
bahwa  pada bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat I telah  terjadi jual beli atas 
objek sengketa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per meter atau total 
sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar duaratus juta rupiah), dan Penggugat telah 
menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat pada petitum poin 2 menuntut agar 
jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dinyatakan sah dan mempunyai 
kekuatan hukum sehingga patut untuk dikuatkan; 
Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil 
Penggugat, menurut Tergugat I adanya uang muka sebagai tanda jadi bukanlah dan 
belum berarti telah dilakukan jual beli atas objek sengketa karena belum adanya 
pelunasan, unsur kontan, levering dan penandatanganan di hadapan PPAT; 
Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada intinya 
mengemukakan tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I 
mengenai harga tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II baru mengetahui 
adanya kesepakatan jual beli tersebut dari Tergugat I setelah Tergugat I membatalkan 
jual belinya dan menceritakan kepada Tergugat II; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat 
mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3.2 dan menghadirkan tiga orang saksi yang 
memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan 
dalil bantahannya telah mengajukan bukti TI.1 sampai dengan TI.13 dan empat orang 
saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat II tidak 
mengajukan alat bukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat di atas, maka yang 
harus dipertimbangkan adalah apakah jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan 
Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 
Menimbang,  bahwa oleh karena yang menjadi objek jual beli adalah  tanah,  hal 
mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
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Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku secara nasional, maka hukum yang 
digunakan dalam menilai keabsahan jual beli tanah adalah UUPA dan Hukum Adat 
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 UUPA bahwa hukum yang berlaku atas bumi  
dan air dan ruang angkasa adalah hukum adat; Dalam Putusan Mahkamah Agung 
tanggal 25 September 1975 No. 222 K/Sip 1974 bahwa sahnya jual beli tanah sengketa 
dapat dinilai khusus dari segi hukum adat. 
Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli sah apabila memenuhi syarat 
terang dan dilakukan dihadapan pejabat/ketua adat, berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 19 Mei 1976 No. 380 K/Sip/1975 untuk sahnya jual beli  tanah 
diperlukan syarat terang dan penguatan dari pejabat yang berwenang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pada tanggal 13 Juni 2011 Tergugat  
I telah menerima uang panjar harga tanah sengketa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) dari Penggugat, kemudian pada tanggal 20 Juni 2011  dilakukan  
pengukuran penunjukan batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Slawi; yang 
dihadiri oleh saksi Hadi Purnomo (Karyawan Notaris Titi Yuliastuti, SH) sesuai bukti 
P.2 terhadap Objek tanah (bukti P.3.1, P.3.2 dan T1.2); 
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lainnya,  Majelis  berpendapat 
tidak relevan sehingga dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa saksi Hadi Purnomo pada pokoknya menerangkan bahwa 
pengukuran dilakukan karena akan dilakukan jual beli tanah tersebut antara Penggugat 
dan Tergugat I, Saksi Titi Yuliastuti,SH selaku Notaris menerangkan bahwa terhadap 
objek sengketa telah dilakukan pengukuran  ulang oleh BPN yang juga dihadiri staf  
saksi (saksi Hadi Purnomo), namun jual beli tanah tersebut belum terjadi karena baru 
diukur ulang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas dapat 
dismpulkan, bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I belum 
memenuhi asas publisitas, yaitu terang dan dihadapan pejabat yang berwenang, dalam 
hal ini karena objek sengketa sudah bersertifikat maka harus dilakukan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 
Menimbang, bahwa dengan adanya persyaratan jual beli harus dilakukan terang 
dan dihadapan pejabat yang berwenang, maka dengan pembayaran tanda jadi/panjar 
harga tanah saja jual beli tanah secara yuridis belum sah; yang terjadi antara Penggugat 
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Menimbang, bahwa oleh karena jual beli objek sengketa antara Penggugat 
dengan Tergugat tidak memenuhi syarat menurut hukum, maka jual beli tersebut tidak 
dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa petitum poin 2 harus ditolak, dan dengan ditolaknya petitum poin 2 
dari gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan, maka adanya perbuatan melawan 
hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harus pula ditolak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat tidak 
berhasil membuktikan dalil gugatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya bergantung 
pada petitum poin 2 di atas, maka dengan ditolaknya petitum poin 2 tersebut maka 
petitum gugatan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan, dengan demikian 
maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak 
seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah dan dihukum untuk 
membayar biaya perkara; 




• Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 
Dalam Pokok Perkara : 
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
sebesar Rp571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 
 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis 6 Maret 2014, oleh kami, Chairil Anwar, 
S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gatot Ardian A.,S.H.,SpN dan Rustam, S.H.,M.H 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Tgl putusan tersebut pada  
hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 
umum oleh Hakim Ketua 
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dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahono. M, S.H., Panitera 
Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II; 





Gatot Ardian A.,S.H.,SpN Chairil Anwar, S.H., M.Hum 
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IWAN DARMAWAN, SH 





Perincian biaya : 
1 Pendaftaran Rp 30.000,- 
2 Proses Rp 50.000,- 
3 Panggilan Rp 480.000,- 
4 Redaksi Rp 5.000,- 
5 
Materai Rp 6.000,- 
Jumlah Rp 571.000,- 
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 
 
Catatan : Bahwa putusan ini belum mempunyai kekutan hukum tetap karena 





































IWAN DARMAWAN, SH 









Pada Hari : Senin Tanggal 10 April 2014 putusan ini diberikan kepada  Kuasa  
Penggugat (Triyanto Patrioko, SH). Atas permohonannya secara lisan pada 
tanggal 10 April 2014 setelah membayar uang leges sebesar Rp 10.500,-
 ( 












 Rp. 6.000,- 2 Leges
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